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Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengelolaan ruang terbuka hijau di 
Kota Baubau, serta faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan ruang terbuka 
hijau di Kota Baubau. 
Dalam penilitian ini penulis menggunakan teknik analisi secara deskriptif 
kualitatif selain itu, dari penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan 
beberapa hal yakni : pengelolaan ruang terbuka hijau yang telah tersusun dengan 
baik melalui master plan, dan telah dilaksanakan dengan baik dengan mengacu 
pada pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau di setiap daerah. Faktor yang 
mempengaruhi pengelolaan ruang terbuka hijau sendiri, baik itu ruang terbuka hijau 
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OF GREEN OPERATION MANAGEMENT IN BAUBAU CITY" below the guidance of 
Dr. A.M. Rusli, M.Si and Rahmatullah, S.Ip, M.Si. 
 
This study aims to determine the management of green open spaces in 
Baubau City, as well as factors affecting the management of green open spaces in 
Baubau City. 
 
In this research the writer use descriptive qualitative analytical techniques in 
addition, of the research that has been done the writer conclude several things: the 
management of green open spaces that have been well structured through the 
master plan, and has been implemented well with reference to the fulfillment of 30% 
Open Space Green in every area. Factors affecting the management of green open 
spaces themselves, be it open space private and public green, still lack of attention 






















BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat 
seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pendidikan, dan lain 
– lain. Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus 
bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju 
pertumbuhan pembangunan. Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat 
seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan 
sarana dan prasarana kota. Perkembangan kota, menyebabnya terjadinya 
perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan 
kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang 
akan menambah keindahan kota, serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. 
Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan akan 
meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida. 
Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah mengambil kebijakan 
bahwa Sumber Daya Alam dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan 
unutuk mencapai sebuah kesejahteraan bangsa dalam waktu yang tidak terbatas. 
Dalam kenyataannya, pembangunan kita kurang memperhatikan konsep dasar 
tersebut, sehingga hasilnya adalah kerusakan – kerusakan Sumber Daya 
Lingkungan dan bencana alam seperti, penurunan produktivits lahan, banjir pada 
musim penghujan, kekeringan pada musim kemarau erosi dan sedimentasi, longsor, 
xxii 
 
abrasi, instrusi garam, polusi dan pengkayaan air ( water enchriment ), amblasan ( 
subsidence ), kemasaman sangat rendah dan karakter yang sangat sulit pulih 
kembali. Kerusakan Sumber Daya Lingkungan ini pula menjadi permasalahan dunia 
dikarenakan akibat kerusakan Sumber Daya Lingkungan ini, membuat tingkat 
pemanasan global menjadi sangat meningkat. Akibatnya ketidakseimbangan 
lingungan ditegah pertumbuhan perkotaan mengakibatkan tingkat polusi di daerah 
perkotaan meningkat, hal ini terjadi karena pembangunan diperkotaan tidak 
diperkuat dengan adanya Ruang Terbuka Hijau yang dapat menjaga kestabilan 
tingkat polusi di daerah perkotaan. 
Pasal 1 ayat 31 Undang-Undang NO 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 
Ruang. Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) adalah area memanjang/jalur dan/atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 
Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi 9, antara lain : 
1.Kawasan hijau pertamanan kota, 
2.Kawasan Hijau hutan kota, 
3.Kawasan hijau rekreasi kota,  
4.Kawasan hijau kegiatan olahraga, dan 
5.Kawasan hijau pemakaman. 
Dalam Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 telah mengamanatkan dalam 
pasal 17 bahwa : 
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1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola 
ruang. 
2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana 
sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. 
3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan 
kawasan lindung dan kawasan budi daya. 
4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, 
budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. 
5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam 
rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) 
persen dari luas daerah aliran sungai. 
6) Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, 
antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan. 
7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang 
berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata 
ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah. 
 Peraturan terkait Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) kemudian lebih lanjut 
ditegasakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri ini ditegasakan bahwa tujuan pembentukan Ruang Terbuka Hijau 
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antara lain meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, 
dan bersih serta sebagai sarana pembangunan lingkungan perkotaan yang dapat 
menciptakan keseresian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna 
untuk kepentingan masyarakat. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) 
merupakan upaya dalam peningkatan kualitas lingkungan dalam perkotaan sebesar 
30%, hal inilah yang belum terpenuhi dibeberapa kota di Indonesia. Salah satunya 
ialah Kota Baubau telah menerapkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang dan selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota 
Baubau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau. 
Pada Pasal 7 poin g yaitu “menetapkan RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas 
wilayah kota”. Pemerintah Kota Baubau sebagai daerah yang telah berkembang, 
telah memenuhi Luas Ruang Terbuka Hijau yaitu 45.68% dari luas wilayah atau 
13.254,8 Ha yang terdiri dari Ruang Terbuka Hjau Publik dan Ruang Terbuka Hijau 
Privat dengan luas masing-masing 42,80% dan 2,88%. 
Di Kota Baubau beberapa daerah sudah memenuhi Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) yaitu Kecamatan Bungi, Kecamatan Sorowolio, Kecamatan Wolio, dan 
Kecamatan Kokalukuna adalah Kecamatan yang memiliki RTH mencukupi dengan 
proporsi >30%. Namun, ternyata masih ada beberapa Kecamatan yang seharusnya 
sudah memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau tetapi pada kenyataannya belum 
memenuhi standar tersebut, terlihat dari data hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Lembaga Penelitian Universitas Halu Oleo yang bekerjasama dengan Badan 
Lingkungan Hidup Kota Baubau, bahwa masih ada beberapa kecamatan yang belum 
xxv 
 
memenuhi standar 30% tersebut seperti pada Kecamatan Batupoaro memiliki Ruang 
Terbuka Hijau yang sangat kecil yaitu 2,76% RTH Publik dan 14,63% RTH Privat, 
Kecamatan Murhum memiliki 0,9% RTH Publik dan 10,11% RTH Privat. Kecamatan 
Betoambari 17,36% RTH Publik dan 12,35% RTH Privat. Kecamatan Lea-Lea RTH 
Publik 22,61% dan 0,09% RTH Privat. 
 Dari uraian data diatas dapat diindikasikan bahwa kurangnya pengelolaan 
ruang terbuka hijau, sebagai salah satu tempat yang bisa memberikan manfaat 
banyak bagi seluruh masyarakatnya. Berdasarkan latar belakang inilah maka 
dilakukannya penelitian mengenai “Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di 
Kota Baubau”. 
1.2 Rumusan Masalah 
       Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaiamanakah pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Baubau ? 
2. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota 
Baubau ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Baubau. 
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan ruang terbuka 
hijau di Kota Baubau. 
1.4 Manfaat Penelitian 
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1. Manfaat Akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 
pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan ruang terbuka 
hijau. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pemerintah 
Daerah Kota Baubau dalam melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau.  
3. Manfaat Metodologis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang 


























BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pusataka atau literature review adalah bahan yang berupa buku, 
jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka 
membantu peneliti untuk melihat ide – ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut 
yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Hal ini 
juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami 
makna di balik realitas yang ada. Dalam proposal ini penulis menggunakan konsep 
teori. 
2.1 Konsep Analisis 
Dalam linguistik, analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah 
bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada 
kegiatan laboratorium, kata analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di 
laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. Namun, dalam 
perkembangannya, penggunaan kata analisis mendapat sorotan dari kalangan 
akademisis, terutama kalangan ahli bahasa. Penggunaan yang seharusnya adalah 
kata analisis. hal ini dikarenakan kata analisis merupakan kata serapan dari bahasa 
asing (inggris) yaitu analisys. Dari akhiran -isys bila diserap ke dalam bahasa 
Indonesia menjadi -isis. Jadi sudah seharusnya bagi kita untuk meluruskan 
penggunaan setiap bahasa agar tercipta praktik kebahasaan yang baik dan benar 
demi tatanan bangsa Indonesia yang semakin baik. 
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Menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan 
seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan 
dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan 
ditafsir maknanya. Komaruddin, Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan 
suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda 
komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu 
keseluruhan yang terpadu. 
2.2  Konsep Pengelolaan. 
Pengelolaan, pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua 
sumber daya yang memuat suatu perencanaan diperlukan untuk penyesuaian suatu 
kerja tertentu.  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan terdiri dari empat 
pengertian, diantaranya : 
1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola ; 
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan 
tenaga orang lain; 
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu mermuskan kebijaksanaan dan tujuan 
organisasi ; 
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang 
terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.  
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Menurut  Soewarno Handayaningrat pengelolaan juga bisa diartikan 
penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu 
suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 
penggunaan-penggunaan sumber daya  sumber daya organisasi lainnya agar 
mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. 
Menurut T.Hani Handoko, pengelolaan adalah proses yang membantu 
merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan 
pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. 
 Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau diantaranya : 
a) Fisik (dasar eksistensi lingkungan), bentuknya bisa memajang, bulat maupun persegi 
empat atau panjang atau bentuk – bentuk geografis lain sesuai geo-topografinya. 
b) Sosial, Ruang Terbuka Hijau merupakan ruang untuk manusia agar bisa 
bersosialisasi. 
c) Eknomi, Ruang Terbuka Hijau merupakan sumber produk yang dapat dijual atau 
mempunyai nilai perekonomian yang tinggi. 
d) Budaya, Ruang Terbuka Hijau termpat mengekspresikan diri dari seni dan budaya 
masyarakat setempat. 
e) Kebutuhan akan terlayaninya hak-hak manusia untuk mendapatkan lingkungan yang 
aman, nyaman, indah dan lestari.  
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Dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terdapat beberapa tahapan untuk 
membuat atau mengelola Ruang Terbuka Hijau yang baik diantaranya : 
a. Perencanaan  
Perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah pengaturan agar 
tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan 
mengembangkan rencana aktifitas kerjaan organisasi. Dalam pengelolaan ruang 
terbuka hijau tahapan perencanaan sangatlah penting yang harus dilakukan oleh 
pemerintah sebagai pemegang kewenangan karena digunakan untuk melihat dan 
menjadikan rancangan awal mengenai suatu ruang wilayah yang akan dijadikan 
sebuah ruang terbuka hijau, seperti yang dikatakan dalam pasal 8 (2) Undang – 




Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau merupakan upaya melibatkan 
masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap 
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Peran masyarakat, swasta dan 
badan hukum dalam penyediaan RTH Publik, meliputi penyediaan lahan, 
pembangunan dan pemeliharaan RTH. 
 Peran masyarakat pada RTH privat, meliputi : 




b) Turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal 
penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang 
memungkinkan) dan pengelolaan sampah, 
c) mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, berm dan lahan kosong lainnya 
dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot, 
d) Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH. 
 Peran Individu/Kelompok pada RTH privat, meliputi : 
a) Anggota masyarakat baik individu maupun kelompok yang memiliki keahlian 
dan/atau pengetahuan mengenai penataan ruang serta ruang terbuka hijau dapat 
membentuk suatu komunitas ruang terbuka hijau, 
b) Mengembangkan dan memperkuat kerjasama proses mediasi antara pemerintah, 
masyarakat dan swasta dalam pembangunan ruang terbuka hijau, 
c) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, 
pembangunan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau melalui sosialisasi, pelatihan 
dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat, 
d) Meningkatkan kemampuan masyarakat (forum, komunitas, dan sebagainya) dalam 
mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan 
ruang terbuka hijau, 
e) Menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk proses sosialisasi, 
f) Bekerjasama dengan pemerintah dalam menyusun mekanisme pengaduan, 
penyelesaian konflik serta respon dari pemerintah melalui jalur yang telah disepakati 
bersama, dan  
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g) Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh 
semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian. 
 Peran Swasta pada RTH Privat, meliputi : 
a) Pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha (mall, plaza, dan sebagainya) 
dengan areal yang luas perlu menyertakan konsep pembangunan ruang terbuka 
hijau, 
b) Bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun dan 
memelihara ruang terbuka hijau, 
c) Menfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat 
untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH 
perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa pemberian pelatihan pembangunan ruang 
terbuka hijau maupun dengan proses diskusi dan seminar, 
d) Berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan 
pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang 
terkait dengan pembangunan ruang terbuka hijau, 
e) Mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan 
dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau; 
f) Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh 
semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian. 
 Peran Lembaga/Organisasi Non Pemerintah 
xxxiii 
 
a) Membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta 
dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi pembangunan ruang 
terbuka hijau, 
b) Menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan pendapat atau 
kepentingan antara pihak yang terlibat, 
c) Berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan mengenai 
proses kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta serta mengenai 
proses pengajuan keluhan dan penyelesaian konflik yang terjadi, 
d) Mendorong dan/atau menfasilitasi proses pembelajaran masyarakat untuk 
memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan. 
Kegiatan ini dapat berupa pemberian pelatihan kepada masyarakat dan/atau yang 
terkait dalam pembangunan ruang terbuka hijau, maupun dengan proses diskusi dan 
seminar, 
e) Menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat 
dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil 
dan bertanggung jawab, dan 
f) Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh 
semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian. 
c. Pembinaan dan Pengawasan 
Pembinaan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau di atur dalam Pasal 17, 




(1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan 
RTHKP. 
(2) Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan 
RTHKP Kabupaten/Kota. 
(3) Gubernur DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penataan RTHKP. 
Pasal 18 
       Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penataan RTHKP secara nasional. 
Pasal 19 
1. Gubernur dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang 
berhasil dalam penataan RTHKP. 
2. Bupati/Walikota dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTHKP privat 
yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP. 
3. Gubernur DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTHKP 
privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan 
RTHKP. 
4. Mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tatacara pemberian insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 
 
2.3  Konsep Ruang Terbuka Hijau. 
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2.3.1 Pengertian Dasar Ruang 
Apabila orang berbicara dalam konteks tata ruang (TR) dan penataan ruang 
(PR), “ruang” dapat dipahami sebagai wadah, konsep, dan pengertian dengan 
penekanan tertentu. Ruang sebagai wadah, yang juga dikenal dengan ruimtr 
(Belanda), space (Inggris), raum (Jerman), dan spatium (Latin) mula – mula diartikan 
sebagai bidang datar (planum-planologi) yang dalam perkembangannya kemudian 
mempunyai dimensi tiga dan berarti tempat tinggal (dwelling house) yang harus 
ditata sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejahtraan, dan kelestarian umat 
manusia. Ruang sebagai pengertian (conseptio) terdiri dari unsur: bumi, air, dan 
udara, mempunyai tiga dimensi. Space is a distance extending without limit in all 
directions; that which is thought of as boundless, continous expance extending in all 
directions or in three dimentions, within which all material things are contained.  
 Menurut Karmono Mangunsukarjo (1990) ruang adalah wadah kehidupan 
manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi 
bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan. Sedangkan, menurut Sugandhy sebagai 
sumber daya alam, ruang adalah wujud fisik lingkungan di sekitar kita dalam dimensi 
geografis dan geometris baik horizontal maupun vertikal yang meliputi: daratan, 
lautan, dan udara beserta isinya, yang secara planologis materialnya berarti tempat 
pemukiman.  
 Dalam pasal 1 butir 1 Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, ditegaskan bahwa: “Ruang adalah wadah yang meliputi: ruang 
darat, laut,  dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 
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wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara 
kelangsungan hidupnya.” Pengertian atau rumusan ini menunjukkan bahwa “ruang” 
itu sebagai wadah memiliki arti yang luas, yang mencakup tiga dimensi, yakni: darat, 
laut, dan udara yang disoroti baik secara horizontal maupun vertikal. Dengan 
demikian, penataan ruang (PR) juga menjangkau ketiga dimensi itu secara vertikal 
maupun horizontal dengan berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti: 
ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya serta berbagai kepentingannya di dalamnya.  
 Pengertian “ruang” dalam UUPR tersebut sepenuhnya diikuti oleh Peraturan 
Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 
Demikian pula mengenai “tata ruang” (Pasal 1:1 dan 3). 
2.3.2  Tata Ruang dan Penataan Ruang. 
Tata ruang, dengan penekanan “tata” adalah pengaturan susunan ruangan 
suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat 
secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntunghkan bagi 
perkembangan masyarakat wilayah tersebut. Dengan penekanan tersebut 
diharapkan dapat mengembangkan fungsi negara yang diamantatkan dalam Pasal 2 
ayat (2) UUPA, yang mencangkup, diantaranya : 
1. Mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan 
pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi, air, dan udara), dan kekayaan 
yang terkandung didalamnya; 
2. Mengatur dan menentukan hubungan antara orang-orang dengan ruang; 
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3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan 
hukum mengenai ruang. 
Tata ruang dan penenekanan kata “ruang” adalah wadah dalam tiga dimensi 
(trimatra): tinggi, lebar, dan kedalaman menyangkut bumi, air (sungai, danau, dan 
lautan) serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan udara di atasnya 
secara terpadu, sehingga peruntukan, pemanfaatan, dan pengelolaannya mencapai 
taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.  
 Dalam hubungan tersebut, UUPR Pasal 1 butir 2 menegaskan bahwa “tata 
ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.” Rumusan ini tidak atau kurang 
mencerminkan fenomena tata ruang secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan 
rumusan pada UU No. 24 Tahun 1992 (UUPR 92) yang menyatakan: “Tata ruang 
adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.” 
(Pasal 1 butir 2). Rumusan ini (meskipun tidak mengikat lagi secara normatif) secara 
teoriti lebih realistis dalam arti lebih mencerminkan fenomena tat ruang yang 
sesungguhnya, yakni selalu ada pemanfaatan ruang secara nyata yang tidak 
direncanakan bahkan sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak pengambil 
keputusan. Pasar darurat atau yang tumbuh secara alami mengikuti dinamika 
kehidupan masyarakat, dan terminal bayangan merupakan contoh tata ruang yang 
tidak direncanakan.  
 Dalam UUPR, Pasal 1 butir 5 dikemukakan: “Penataan Ruang adalah suatu 
sistem proses perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.” 
Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa 
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perencanaaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan 
peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional, 
provinsi, maupun Kabupaten/Kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak 
dipisahkan. Dengan demikian, diharapkan TR/PR ini dapat berperan untuk: 
a. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta 
mampu mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) secara 
berkelanjutan;  
 
b. Mencegah atau menghindari penerobosan pemanfaatan ruang; dan 
c. Mencegah terjadinya penurunan kualitas ruang.  
2.3.3 Kewenangan Pemerintah dalam Penataan Ruang. 
Sejalan dengan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan 
ruang (PR) oleh pemerintah dan pemerintah daerah mencakup: 1) kegiatan 
pengaturan; 2) pembinaan; 3) pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang 
“didasarkan pada pendekatan wilayah” dengan batas wilayah administratif.  
Dengan pendekatan ini, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas: a) penataan ruang wilayah nasional; b) 
penataan ruang wilayah provinsi; c) penataan ruang wilayah kabupaten;dan d) 
penataan ruang wilayah kota, yang setiap wilayah ini merupakan susbsistem ruang 
menurut batasan administratif. Pada setiap subsistem ini terdapat SDM dengan 
berbagai macam kegiatan/aktivitas penggunaan SDA dan SDB (sumber daya 
buatan), dengan tingkat pemanfaatan ruang berbeda-beda. Apabila ditata dengan 
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baik, dapat mendorong ke arah timbulnya ketimpangan pembangunan antarwilayah 
dan ketidaksenambungan pemanfaatan ruang. Oleh karena ada beberapa subjek 
(pemerintah dan pemerintah daerah) yang harus terlibat dalam penataan ruang 
tersebut (nasional, provinsi dan kabupaten/kota), maka perlu adanya kejelasan 
tentang wewenang dalam penataan ruang.  
 Dalam pasal 7 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Penataan Ruang yang 
mengatur tentang “Tugas Negara-Pemerintah” dalam penataan ruang, ditegasakan 
sebagai berikut :  
(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat.  
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), negara 
memberikan “kewenangan” penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah.  
(3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
Penjelasan ayat (1) dan (2) menyatakan “cukup jelas”. Adapun penjelasan ayat (3) 
menyatakan: “Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyrakat 
adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 
 Ketentuan Pasal 7 UUPR tersebut meletakkan dan menegaskaan “Kewajiban 
Negara” dan “Tugas Pemerintah” untuk menyelenggarakan penataan ruang bagi 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, 
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UUPR (negara) memberikan “kewenangan” penyelenggaran penataan ruang kepada 
pemerintah dan pemerintah daerah secara hierarkis, nasional, provinsi, 
kabupaten/kota. Dengan demikian, secara institusional (kelembagaan), masing-
masing pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan “atribusi” (asli dan 
penuh) dengan beberapa wewenang (eksplisit dan/atau implisit) di dalamnya.  
Dalam UUPR, kewenangan masing-masing pemerintah ini telah diperinci 
dengan tegas, yakni wewenang pemerintah (pusat) tertuang dalam Pasal 8 dan 
Pasal 9 UUPR. Wewenang pemerintah daerah provinsi tertuang dalam Pasal 10, 
sedangkan wewenang pemerintah kabupaten/kota tertuang dalam Pasal 11 UUPR. 
Pasal 7 UUPR tersbut menyatakan “kewenangan” pemerintah dalam penataan 
ruang sebagai genus dari “wewenang-wewenang” yang diberikan kepada masing-
masing pemerintah dan pemerintah daerah yang diperinci dalam Pasal 8-Pasal 11 
UUPR. 
 Wewenang pemerintah (pusat) dalam penataan ruang, secara terperinci 
dituangkan dalam Pasal 8 UUPR, sebagai berikut : 
(1) Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi : 
a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang 
wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang 
kawasan strategis, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;  
b. Pelakasanaan penataan ruang wilayah nasional; 
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan  
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d. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan 
ruang antar provinsi. 
(2) Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional 
meliputi: 
a. Perencanaan tata ruang wilayah nasional; 
b. Pemanfaatan ruang wilayah nasioanl; dan 
c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. 
(3) Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 
nasional meliputi; 
a. Penetapan kawasan strategis nasional; 
b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional; 
c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan 
d. Pengenadalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. 
Ketentuan Pasal 8 UUPR tersebut, menegaskan tiga kelompok atau kategori 
wewenang pemerintah dalam penataan ruang, yaitu wewenang pemerintah dalam: 
(1) penyelenggaraan penataan ruang; (2) pelaksanaan penataan ruang; dan (3) 
pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, yang masing-masing 
diatur secara tegas. Perlu diketahui bahwa UUPR ini membedakan antara 
“penyelenggaraan” dan “pelaksanaan” penataan ruang.  
Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, 
pembinaan, pelaksanaan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 
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pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 1 butir 11 UUPR). Jadi, pelaksanaan 
penataan hanya salah satu dari kegiatan penyelenggaraan penataan ruang.  
Dalam melaksanakan wewenang (1-5) tersebut, pemerintah mengemban 
tugas untuk: 
a) Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 1) RUTR dan RRTR dalam 
rangka pelaksanaan penataan ruang; 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem 
nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan  ruang wilayah 
nasional; dan 3) pedoman bidang penataan ruang; 
b) Menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang (Pasal 8 ayat (6) 
UUPR). 
Penyebaran informasi tersebut dilakukan melalui media elektronik, media 
cetak, dan media komunikasi lain, sebagai bentuk wujud asas keterbukaan dalam 
penyelenggaraan penataan ruang. Adapun standar pelayanan minimal merupakan 
hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat 
pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan 
dasar kepada masyarakat secara merata. Standar pelayanan minimal bidang 
penataan ruang disusun oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah 
daerah provinsi dan pemerintah kabupaten.kota untuk menjamin mutu pelayanan 
dasar kepada masyrakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan 
ruang (Penjelasan Pasal 8 ayat 6: a dan b). 
Seperti diketahui, bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, disamping 
dikenal asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah melalui “penyerahan” 
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kewenangan pemerintah kepada daerah, juga dikenal adanya asas dekonsentrasi, 
yakni merupakan “pemberian” (pelimpahan) wewanang pemerintah pusat kepada 
pejabat-pejabat bawahan di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas 
pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasannya (misalnya kabupaten/kota 
kepada provinsi). Sebagai tambahan, bahwa dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai hubungan pemerintah pusat,  daerah 
provinsi,  dan kabupaten/kota. Dari fungsi dan penjelasan UU No. 32 tahun 2004 
inilah dikeluarkannya Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 
sehingga adanya wewenang pelimpahan kekuasaan pada Pasal 8 UUPR dapat 
dipahami. 
2.3.3.1 Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi  
Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penataan ruang diatur dalam 
Pasal 10 UUPR. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota , dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 butir 
30 PPTR-PP 26/2008). Jika dibandingkan dengan rumusan masalah Pasal 18 ayat 2 
UUD 1945 menyatakan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
mengatur urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” 
Dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 ditentukan bahwa: “Gubernur, bupati, dan wali 
kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan 
kota dipilih secara demokratis.” 
 Pada dasarnya, wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penataan 
ruang sama dengan wewenang pemerintah pusat , hanya berbeda dalam ruang 
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lingkup dan hierarkinya. Wewenang tersebut secara terperinci dituangkan dalam 
Pasal 10 UUPR sebagai berikut : 
(1)  Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang, 
meliputi: 
a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang 
kawasan strategis provinsi, dan kabupaten/kota. 
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi. 
c. Pelaksananaan penataan ruang kawasan strategis provinsi. 
d. Kerja sama penataan ruang antar provinisi dan pemfasilitasan kerja sama penataan 
ruang antar kabupaten/kota. 
(2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah 
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : 
a. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi, 
b. Penataan ruang wilayah provinsi, dan  
c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 
(3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan: 
a. Penetapan kawasan strategis provinsi, 
b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi, 
c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi, dan  
d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.  
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(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan 
strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d dapat 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.  
(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah 
daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang-bidang penataan 
ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 
2.3.3.2 Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota  
Wewenang pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota dalam 
bidang penataan ruang, secara terperinci tertuang dalam Pasal 11 ayat 1 hingga 
ayat 6 UUPR, sebagai berikut : 
(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan 
ruang, meliputi: 
a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang 
wilayah kabupaten/kota, dan kawasan strategis kabupaten/kota; 
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan  
d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. 
(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang 
wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi: 
a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; 
b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan 
c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 
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(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasana strategis kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota 
melaksanakan: 
a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; 
b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; 
c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan  
d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 
2.3.4 Ruang Terbuka Hijau (RTH). 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur 
dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. 
Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan 
bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% 
privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah 
kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. 
Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di 
sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api.  
Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang 
perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa 




Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara 
langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun 
waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang 
terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya (Utomo dalam Haryanti, 
2008). Ruang Terbuka Hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu 
wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna 
mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam 
Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan 
sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, 
keseimbangan ekologis. dan konservasi hayati. RTH dalam kota tersebut yaitu 
keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut 
(Dep. Pekerjaan Umum, 2008). 
Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasi menjadi (a) 
bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung) dan (b) bentuk RTH non 
alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, 
pemakaman; berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasi menjadi (a) 
bentuk RTH kawasan (areal), dan (b) bentuk RTH jalur (koridor); berdasarkan 
penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasi menjadi (a) RTH 
kawasan perdagangan, (b) RTH kawasan perindustrian, (c) RTH kawasan 
permukiman, (d) RTH kawasan pertanian, dan (e) RTH kawasan-kawasan khusus, 
seperti pemakaman, olah raga, alamiah (Dep. Pekerjaan Umum, 2008). Berdasarkan 
status kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi RTH publik, yaitu RTH yang 
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berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah dan RTH 
privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik pribadi (Dep. 
Pekerjaan Umum, 2008). 
Penyediaan RTH memliki tujuan sebagai berikut : 
1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, 
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan 
alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. 
3. Meningkatakan keserasian lingkunagn perkotaan sebagai sarana pengaman 
lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. 
RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat 
menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut : 
1. Fungsi ekologis antara lain : paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, 
produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitas satwa, penyerap polutan 
dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin. 
2. Fungsi sosial budaya antara lain : menggambarkkan ekspresi budaya lokal, media 
komunikasi, dan tempat rekreasi warga. 
3. Fungsi ekonomi antara lain : sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, 
buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha 
pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. 
4. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan 
kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro 
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(lansekap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang 
antara area terbangun dan tidak terbangun. 
Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi dalam kategori sebagai berikut : 
1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk 
keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan 
untuk dijual (kayu, daun, bunga, dan buah). 
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih 
udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, 
dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada 
(konservasi hayati dan keanekaragaman hayati) 
 Proses penyusunan rencana tata ruang partisipatif dan cara pandang bahwa 
rencana tata ruang merupakan komitmen yang harus dipenuhi menunjukkan bahwa 
penyelenggaraan penataan ruang sangat menenkankan pada pentingnya 
keterpaduan antar sektor, antar-daerah dan antar pemangku kepentingan. 
Keterpaduan ini tidak hanya terbatas pada upaya untuk menyatukan berbagai 
kepentingan dalam satu wilayah yang luas, tetapi juga dalam pengembangan 
berkala makro seperti dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.  
 Dengan penekanan pada keterpaduan antar-pemangku kepentingan, 




1. Lingkungan/ekologi; ruang terbuka hijau merupakan paru-paru kota sekaligus 
penjaga kestabilan iklim mikro. 
2. Sosial; ruang terbuka hijau merupakan tempat/media masyarakat untuk sekaligus 
berinteraksi mendapatkan kebutuhan rekreatif.  
3. Ekonomi; keberadaan ruang terbuka hijau adalah satu faktor yang dapat secara 
signifikan meningkatkan nilai lahan di sekitarnya, disamping ruang terbuka hijau 
sendiri dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang bersifat temporer (di 
Eropa, pemanfaatan taman kota sebagai “open market” dengan frekuensi satu kali 
dalam satu minggu adalah hal biasa). 
4. Arsitektur, ruang terbuka hijau merupakan unsur pembentuk lansekap kawasan yang 
mampu memberikan ciri keindahan.  
Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa keterpaduan antar pemangku 
kepentingan dapat dikembangkan denngan mendorong para pemangku kepentingan 
untuk melihat suatu obyek dari sisi positif masing-masing. Secara kualitas, RTH 
perlu dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar 
penghuninya.  
Faktor-faktor pertimbangan itu mencakup pertimbangan: 
a) fisik atau dasar eksistensi lingkungan dengan membuat bentuk-bentuk geografis 
sesuai geotopograsinya; 
b) sosial untuk medorong penghuninya bersosialisasi; 
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c) ekonomi, untuk memberi peluang mengembangkan sumber produk yang bisa dijual 
(misal : bahan makanan berupa : bunga, buah, dedaunan/sayur mayur, bahkan 
untuk dipanen umbi dan atau akarnya;  
d) budaya, sebagai ruang untuk mengekspresikan seni-budaya masyarakat, serta  
e) kebutuhan akan terlayaninya hak-hak manusia (penduduk) untuk mendapatkan 
lingkungan yang aman (termasuk dari segi pentingnya kesehatan), nyaman, indah 
dan lestari yaitu fungsional dan estetis. 
Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Baubau menurut Perda No 4 Tahun 
2014 tentang Tata Ruang, pada pasal 40 (1) RTH kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri atas:  
a. RTH hutan kota; 
b. RTH taman kota dan lingkungan; 
c. RTH jalur hijau jalan; 
d. RTH sabuk hijau; 
e. RTH fungsi tertentu; dan 
f. RTH purbakala dan situs sejarah. 
Perkembangan Kota Baubau yang semakin dinamis, maka perencanaan, 
pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kota Baubau perlu dilakukan secara 
integral melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau (RTRW). Hal ini 
ditujukan agar terjadi kesesuaian antara penggunaan ruang terhadap kapasitas 
maksimal daya tampung Kota Baubau guna menciptakan keserasian dan 
keseimbangan lingkungan, baik dari segi fungsi dan intensitas penggunaan tanah 
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antar bagian wilayah kota maupun dalam satu bagian wilayah kota. Disamping itu, 
ditujukan pula bagi upaya mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk meningkatkan 
daya guna dan hasil guna pelayanan sarana dan prasarana perkotaan sesuai 
dengan jenjang fungsinya masing-masing. 
2.4 Kerangka Konsep Penelitian 
Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara 
konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka 
konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar 
tentang suatu topik yang akan dibahas.  
Kerangka di dapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan 
penelitian yang didapatkan di bab tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis 
sesuai variabel yang diteliti.  
 Kerangka konsep penelitian ini berpedoman pada Undang – Undang No 26 
tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hadirnya Undang – undang ini menjelaskan 
mengenai kawasan – kawasan ruang terbuka hijau yang harus dikelola oleh 
pemerintah daerah. Selanjutnya, untuk mempertegas landasan hukum dari undang-
undang ini, maka dikeluarkan Perda Kota Baubau Nomor 4 tahun 2014 tentang 
rencana tata ruang wilayah Kota Baubau. Dari undang-undang No 26 tahun 2007 
dan Perda No 4 tahun 2014 ini penulis ingin menggambarkan aspek yang menjadi 
menjadi kewenagan pemerintah dalam penataan ruang wilayah yang ada di Kota 
Baubau, dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh pemerintah, pihak 
swasta/industri, dan masyarakat yang ada di Kota Baubau.  
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Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Baubau 
Pengelolaan Ruang Terbuka : 
a. Perencanaan  
b. Pemanfaatan 
c. Pembinaan dan 
Pengawasan 
Terkait dari uraian diatas, berikut ialah skema penelitian yang akan dilakukan 
peneliti antara lain : 













































Jenis – Jenis Ruang 
Terbuka Hijau : 
 
a. RTH Publik, antara lain : 
 
 Taman kota, 
 Hutan kota, 
 Sabuk hijau (green 
belt),  
 
b. RTH Privat, antara lain : 
 
 Perusahaan swasta 






3.1. Lokasi dan waktu Penelitian 
Lokasi penelitian akan dilakukan di Kota Baubau, dengan objek penlitian yang 
dianggap penulis berkompeten dan memahami lebih mendalam mengenai 
permasalahan yang diangkat oleh penulis.  
Waktu yang diperkirakan oleh penulis adalah selambat-lambatnya dua bulan 
agar perolehan data yang didapatkan lebih akurat dan mendalam mengenai 
permasalahan yang penulis teliti. 
3.2. Tipe Penelitian 
Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, 
dengan tipe penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan dan 
melukiskan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur 
analisis statistic atau cara kuantitatif lainnya.  
Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan yang 
sebenarnya tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa 
suatu interpretasi ilmiah serta memahami atau memperoleh pemahaman mengenai 
fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam.  
Dengan tipe penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran melalui analisis 
deskriptif secara mendalam mengenai analisis pengelolaan ruang terbuka hijau di 
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Kota Baubau. Dengan bentuk penelitian secara deskriptif ini penulis bermaksud 
memperoleh gambaran secara lebih jelas (deskriptif) berdasarkan data-data dan 
fakta yang yang penulis temukan di lapangan. 
3.3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, adalah 
sebagai berikut : 
a. Observasi  
Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung 
terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.  
b. Wawancara (Interview) 
Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan 
dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Wawancara anatara peneliti dan 
informan face to face kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti 
masalah penelitin kepada informan, selanjutnya para informan ini memberikan 
jawaban menurut mereka masing – masing. Metode ini dikenal dengan teknik 
wawancara (Interview) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (Guide). 
c. Dokumen dan Arsip 
Dalam teknik ini akan dilakukan telaah pusataka dimana peneliti mengumpulkan 
data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal, metode dokumenter ini 
merupakan metode pengumpulan data yang berasal data sumber non-manusia. 
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Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu 
sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah 
dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan 
penelitian sebelumnya maupun tulisan – tulisan ilmiah.  
3.4. Jenis Data Penelitian  
1. Data Primer 
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh 
peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa 
pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi 
terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Manfaat 
utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap 
sumber fenomena. Oleh karena itu, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang 
dilihat.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, 
catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang 
dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.  
3.5  Informan Penelitian 
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Dalam penelitian ini, penulis memilih informan yang menurut penulis dapat 
memberikan informasi – informasi yang akurat sesuai yang terjadi dilapangan. 
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Kepala Daerah (Wali Kota) Kota Baubau                          
2. Sekretaris Daerah Kota Baubau 
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau 
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau 
5. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Baubau 
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau 
7. Camat Kecamatan Betoambari 
8. Camat Kecamatan Murhum 
9. Camat Kecamatan Batupoaro 
10. Camat Kecamatan Lea-Lea. 
11.  Masyarakat. 
3.6  Definisi Konsep  
Agar dapat memudahkan penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa 
batasan dalam penelitian yang dilakukan, dan fokus penelitian yang 
dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut : 
a) Pengelolaan adalah Pengelolaan, pada dasarnya adalah pengendalian dan 
pemanfaatan semua sumber daya yang memuat suatu perencanaan diperlukan 
untuk penyesuaian suatu kerja tertentu. Dalam melakukan pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Baubau, pemerintah daerah membuat 
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kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No 4 tahun 2014 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau.  
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau 
area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Adapun 
Ruang Terbuka Hijau ini mempunyai dua sesuai Undang – Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Tata Ruang, yakni : 
- Ruang Terbuka Hijau Publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah 
daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara 
umum. 
- Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang 
perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa 
kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami 
tumbuhan. 
Keberhasilan dari kebijakan pemerintah ini dalam melakukan pengelolan 
ruang terbuka hijau di Kota Baubau dapat dilihat dari pengelolaan ruang terbuka 
hijau dan faktor – faktor yang mempengaruhi ruang terbuka hijau tersebut.  
3.7   Teknik Analisis Data 
Data yang dikumpulkan peneliti akan dianalisa secara kualitatif, dengan 
menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang 
diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisa data akan 
dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok, tujuan penelitian, 
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mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan 
memeriksa keabsahan data. Penyajian data dalam bentuk table, skema, grafik, 
maupun dalam bentuk narasi, akan dijelaskan setelah penulis menadapatkan data 
dari narasumber dilapangan. 
  Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih 
mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif 
dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Dan 
dalam penelitian kualitatif tidak ada buku panduan untuk menganalisis data, namun 
secara umum dalam analisis data selalu ada komponen – komponen yang wajib 
harus ada seperti pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan.  
1) Pengumpulan Data 
Peneliti melakukan pengumpulan data – data yang berhubungan dengan 
penelitian melalui wawancara, kajian pustaka dan sebagainya. Dalam melakukan 
wawancara, peneliti menggunakan perekam suara seperti handphone. Pada saat 
melakukan pengumpulan data, peneliti berhati – hati mencatat data jangan sampai 
dicampurkan dengan pikiran peneliti. Data – data yang dikumpulkan adalah data – 
data yang relevan, sehingga kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka 
hijau di Kota Baubau dapat tergambarkan secara lebih jelas.  
2)  Sajian Data 
Data yang dikumpulkan peneliti kemudian disajikan dalam bab pembahasan 
dan sebagai pijakan untuk menarik kesimpulan. Dalam penyajian ini, data kemudian 
digabungkan menjadi sebuah informasi yang tersusun dalam bentuk yang terpadu 
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sehingga apa yang terjadi mudah diamati yang akan membantu peneliti dalam 
menentukan penarikkan kesimpulan secara benar. Penyajian data berupa analisis 
peneliti tentang objek yang diteliti. Pada tahap penyajian data penulis 
mengelompokkan data berdasarkan kelompok informan sehingga diketahui 
beberapa informasi dari informan berdasarkan pokok masalah dan sumber 
(informan).  
Sajian data ini bertujuan untuk memahami berbagai hal, serta semua data 
yang ada kemudian dirancang untuk menyampaikan informasi secara lebih 
sistematis mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Baubau.  
3) Kesimpulan Akhir 
  Kesimpulan merupakan ujung akhir dari proses penelitian ini. Kesimpulan ini 
berbentuk deskriptif kualitatif, yang merupakan konseptualisasi dan saringan dari 
























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum serta hasil penelitian 
yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di Kota Baubau serta 
Dinas/Instansi yang terkait pembahasannya. Bab ini juga menguraikan tentang 
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan faktor – faktor yang mempengaruhi 
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Baubau. 
4.1. Gambaran Umum Kota Baubau 
4.1.1. Sejarah Kota Baubau 
Kota Baubau adalah sebuah kota di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Baubau 
memperoleh status kota pada tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan UU No. 13 Tahun 
2001. Berdasarkan Perda No. 02 tahun 2010 tentang Penetapan Hari Jadi Kota 
Baubau dan Perubahan Penulisan Baubau, ditetapkan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 
bahwa nama penulisan nama Kota Bau-Bau menjadi Baubau, sesuai dengan Ejaan 
Yang Disempurnakan. Pada Perda tersebut juga ditetapkan bahwa hari jadi Kota 
Baubau pada tanggal 17 Oktober 1541. Pemilihan tahun 1541 karena tahun tersebut 
merupakan tahun bersejarah di bumi seribu benteng ini. Hal ini ditandai dengan 
terjadinya transformasi pemerintahan Kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton 
sebagai pembaharuan, yang ditandai dengan dilantiknya Lakilaponto sebagai Sultan 
Buton I dengan Gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis. 
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Baubau menduduki peringkat ke-8 sebagai kota terbesar di Sulawesi 
berdasarkan jumlah populasi tahun 2010 atau urutan ke-2 untuk Provinsi Sulawesi 
Tenggara. Hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2006 berjumlah 122.339 jiwa. 
Dari jumlah tersebut, terdapat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 57.027 jiwa 
(46,61%) dan perempuan 65.312 jiwa (53,39%). Berdasarkan sensus penduduk 
tahun 2010 jumlah penduduk Kota Baubau sebanyak 137.118 jiwa, dengan 
kepadatan sebesar 1.113 per km², dan pertumbuhan sebesar 2,975% per tahun. Nilai 
PDRB daerah Kota Baubau berdasarkan harga berlaku pada tahun 2007 sebesar. 
Rp 1.254,49 miliar, sedangkan berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 586,32 
miliar. 
Pada awalnya, Baubau merupakan pusat Kerajaan Buton (Wolio) yang berdiri 
pada awal abad ke-15 (1401–1499). Buton mulai dikenal dalam Sejarah Indonesia 
karena telah tercatat dalam naskah Nagarakretagama karya Prapanca pada Tahun 
1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai Negeri (Desa) Keresian 
atau tempat tinggal para resi di mana terbentang taman dan didirikan lingga serta 
saluran air dengan rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru[5]. Cikal bakal negeri 
Buton untuk menjadi sebuah Kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia 
Patamiana (si empat orang) yaitu Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo dan Sijawangkati 
yang oleh sumber lisan di Buton mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu 
pada akhir abad ke-13. 
Kejayaan masa Kerajaan Buton (Wolio) sampai Kesultanan Buton sejak berdiri 
pada tahun 1332 sampai dengan 1960 telah banyak meninggalkan warisan masa lalu 
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yang gemilang. Sampai saat ini masih dapat disaksikan berupa peninggalan sejarah, 
budaya seperti naskah kuno yg tersimapan pada garis keturunan Laode dan Waode 
di pulau buton, sedangkan naskah lain masih banyak yg dibawa ke belanda oleh 
bangsa belanda sendiri pada saat penjajahan mereka dan arkeologi seperti kuburan 
raja dan sultan, benteng pertahanan keraton, pintu gerbang yg disebut lawa, meriam 
tua dan masih banyak lagi yang lainnya. Saat ini wilayah bekas Kesultanan Buton 
telah berdiri beberapa kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten 
Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, 
Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan 
Kota Bau bau. 
4.1.2.  Letak Geografis Kota Baubau 
Secara astronomis, Kota Baubau terletak di bagian selatan garis khatulistiwa 
di antara 5.210 – 5.33o Lintang Selatan dan di antara 22.30° – 122.47° Bujur Timur. 
Berdasarkan letak geografisnya, adapun batas – batas administratif sebagai berikut : 
 Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton. 
 Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton. 
 Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. 





















Luas keseluruhan wilayah Kota Baubau adalah 221 km2, yang terbagi dalam 8 
Kecamatan yaitu Kecamatan Sorawolio 83,25 km2, Kecamatan Bungi 47,71 km2, 
Kecamatan Lea – Lea 28,39 km2, Kecamatan Betoambari 27,89 km2, Kecamatan 
Wolio 17,33 km2, Kecamatan Kokalukuna 9,44 km2, Kecamatan Murhum 4,9 km2 dan 
Kecamatan Batupoaro 1,55 km2. Kota Baubau terdiri dari 43 Kelurahan. Adapun 
Kelurahan yang dimaksud adalah Sulaa, Waborobo, Lipu, Katobengke, Labalawa, 
Baadia, Melai, Wajo, Lamangga, Tanganapada, Bone – Bone, Tarafu, Wameo, 
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Kaobula, Lanto, Nganganaumala, Bataraguru, Tomba, Wale, Batulo, Wangkanapi, 
Bukit Wolio Indah, Kadolokatapi, Kadolomoko, Waruruma, Lakologou, Liwuto, 
Sukanayo, Kadolo, Kaisabu Baru, Karya Baru, Bungi, Gonda Baru, Liabuku, Ngkari – 
Ngkari, Kampeonaho, Tampuna, Waliabuku, Kolase, Lowu – Lowu, Kalia – lia, 
Kantalai, Palubasa.  
Gambar  3 













Luas Wilayah Kota Baubau menurut Kecamatan 
Kecamatan Luas (km2) Presentase 
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Betoambari 31,40 10,71 
Murhum 6,09 2,08 
Batupoaro 1,68 0,57 
Wolio 33,56 11,45 
Kokalukuna 16,85 5,75 
Sorawolio 111,00 37,86 
Bungi 59,20 20,19 
Lea-Lea 33,40 11,39 
Kota Baubau 293,18 100,00 
(Sumber : Kantor Pertahanan Kota Baubau) 
4.1.3 Topografi 
Kondisi topografi daerah Kota Baubau pada umumnya memiliki permukaan 
yang bergunung, bergelombang dan berbukit – bukit. Diantara gunung dan bukit – 
bukit terbentang dataran yang merupakan daerah potensi untuk mengembangkan 
sektor pertanian, perdagangan, dan industri. 
Kota Baubau memiliki sebuah sungai yang besar yaitu sungai Baubau. Sungai 
tersebut melewati Kecamatan Wolio, Murhum dan Batupoaro. Sungai tersebut 
memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga listrik, pertanian, 
perikanan, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga, dan pariwisata.  
Keadaan iklim di Kota Baubau umumnya sama dengan daerah lain 
disekitarnya yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. 
Musim hujan terbanyak terjadi pada bulan Mei dan Desember, pada bulan tersebut 
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angin barat yang bertiup dari Asia dan Samudra Pasifik mengandung banyak uap air 
dan musim kemarau terjadi mulai bulan Juni sampai bulan November. 
4.1.4 Kependudukan  
Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang 
dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan 
sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 
2000, dan 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh 
penduduk yang berdomisili di wilayah territorial Indonesia termasuk warga negara 
asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Metode 
pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas 
sensus dengan responden dan juga melalui e-census. Pencatatan penduduk 
menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep di mana penduduk biasa 
bertempat inggal. 
Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 penduduk Kota Baubau 
sebanyak 154.877 jiwa yang terdiri atas 76.395 jiwa penduduk laki-laki dan 78.482 
jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi penduduk tahun 2014 
jumlah penduduk kota Baubau tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 2,24 
persen. Perbandingan penduduk perempuan dengan penduduk lakilaki atau rasio 
jenis kelamin tahun 2015 sebesar 97 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk 
perempuan terdapat 97 orang lakilaki. Bila dilihat dari jumlah penduduk per kelompok 
umur maka dapat diketahui bahwa penduduk terbanyak berada pada usia 0 – 4 tahun 
dan jumlah penduduk paling sedikit pada usia 60 – 64 tahun. 
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Kepadatan penduduk di Kota Baubau tahun 2015 mencapai 528 jiwa/km2. 
Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk 
tertinggi terletak di kecamatan Batupoaro dengan kepadatan sebesar 17.435 
jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Sorawolio sebesar 72 jiwa/Km2. Jumlah rumah 
tangga pada tahun 2015 sebanyak 33.085 atau meningkat 2,22 persen dari tahun 
2014. Hal tersebut dikarenakan perubahan luas wilayah.  Kepadatan penduduk di 
Kota Baubau tahun 2015 mencapai 528 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 8 
kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di 
kecamatan Batupoaro dengan kepadatan sebesar 17.435 jiwa/km2 dan terendah di 
Kecamatan Sorawolio sebesar 72 jiwa/Km2. Jumlah rumah tangga pada tahun 2015 
sebanyak 33.085 atau meningkat 2,22 persen dari tahun 2014. Hal tersebut 
dikarenakan perubahan luas wilayah. 
Gambar  4 













Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota 
Baubau , 2015 
Kecamatan Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan 
Penduduk Pertahun 
2010 2014 2015 2010-
2015 
2014-2015 
Betoambari 16 283 18 023 18 443 13,20 2,27 
Murhum 19 261 21 311 21 793 13,15 2,26 
Batupoaro 25 889 28 648 29 291 13,14 2,24 
Wolio 37 974 41 984 42 862 12,087 2,18 
Kokalukuna 16 736 18 512 18 929 13,10 2,25 
Sorawolio 7 112 7 853 8 025 12,84 2,19 
Bungi 7 096 7 848 8 030 13,16 2,32 
Lea – Lea 6 6300 7 342 7 514 13,33 2,34 
Baubau 136 981 151 486 154 877 13,06 2,24 
 
4.1.5 Sarana Pendidikan  
Dari survei angkatan kerja tahun 2015 diketahui bahwa penduduk berusia 7 - 
24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 634 orang, yang masih 
bersekolah sebesar 47.054 orang dan yang tidak bersekolah lagi sebanyak 11.926 
orang. Jumlah fasilitas pendidikan di tahun 2015 sebanyak 77 sekolah SD & MI, 32 
sekolah SMP&MTs, 25 sekolah SMA, SMK dan MA. Bila dilihat dari rasio murid 
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terhadap guru dapat diketahui bahwa 1 orang guru SD harus melayani 17 orang 
siswa, 1 orang guru SMP harus melayani 10 orang siswa dan 1 guru SMA harus 
melayani 12 orang siswa. 
Berdasarkan data tahun 2015 dapat diketahui bahwa Jumlah murid SD & MI 
sebanyak 20.486 siswa, SMP & MTs sebanyak 9.738 siswa dan SMA, SMK dan MA 
sebanyak 10.268 siswa. 
Gambar 5 










4.1.6 Sarana Kesehatan 
Upaya perbaikan kesehatan masyarakat akan ditingkatkan melalui 
pemberantasan berbagai macam penyakit, perbaikan gizi masyarakat serta 
pelayanan kesehatan ibu dan anak.  Pada tahun 2015 jumlah rumah sakit berkurang 
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satu dari 3 menjadi 2. Hal ini disebabkan RS Bhayangkara berubah menjadi 
poliklinik. Fasilitas kesehatan lainnya yang ada di Kota Baubau terdiri dari 31 
puskesmas, 145 posyandu, 4 klinik dan 12 polindes. Jumlah dokter di Kota Baubau 
tahun 2015 sebanyak 62 orang yang terdiri dari 18 dokter spesialis, 27 dokter umum, 
17 dokter gigi. Selain dokter ada 155 perawat dan 88 bidan yang bekerja di 17 
puskesmas.  
Pembangunan keluarga berencana di utamakan untuk menyediakan sarana 
dan prasarana pelayanan keluarga berencana. Indikator yang dapat mengukur 
perkembangan pelaksanaan program keluarga berencana selama tahun 2010 
sampai dengan tahun 2015. Jumlah Pasangan usia subur tahun 2015 sebanyak 
21.114 pasang, jumlah aseptor KB aktif sebanyak 16.321 orang. Metode kontrasepsi 
yang paling banyak digunakan adalah suntik dan pil sebanyak 8.107 dan 6.872 
orang. 
 
4.2 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 
governance) di daerah telah menjadi isu sentral di era otonomi daerah dewasa ini. 
Isu tersebut lahir sebagai implikasi dari semakin kompleksnya permasalahan yang 
mengemuka terkait dengan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap 
peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 
sebagai public services. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan pembangunan 
daerah diarahkan agar dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan 
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publik di daerah. Dengan demikian, kegiatan pembangunan daerah diharapkan dapat 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat maupun untuk kemajuan daerah secara keseluruhan. 
Strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas 
pelayanan publik sebagaimana dikemukakan di atas, harus dilaksanakan secara 
komprehensif dan dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan 
daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional secara jelas menyatakan bahwa dokumen perencanaan 
pembangunan di daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) untuk jangka dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Disamping itu, pada tataran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdapat dokumen Rencana Strategis atau Renstra 
SKPD untuk jangka waktu lima tahun dan Renja SKPD untuk jangka waktu satu 
tahun. Penyusunan berbagai dokumen tersebut, harus dilaksanakan secara 
terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, baik dilihat dari substansi atau 
materinya maupun tahapan dan mekanisme penyusunannya.  Dilihat dari sisi materi 
dan substansi penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan tersebut 
di atas, maka terkait dengan rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 
jangka waktu tertentu perlu diperhatikan muatan dokumen perencanaan sejenis di 
tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu, perlu pula diperhatikan dinamika dan 
tuntutan kebutuhan daerah dan masyarakat yang terus berkembang secara dinamis. 
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Dalam konteks penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kota 
Baubau,  muatan materi dan substansinya memuat tujuan dan sasaran yang ingin 
dicapai untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana yang tertuang dalam 
Perda Nomor    Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2013-2018.  
 Sesuai peraturan tersebut, maka keberadaan Renstra sangat penting karena 
mengingat kapasitasnya sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang 
berlaku secara internal bagi segenap jajaran pimpinan dan staf Bappeda Kota 
Baubau. Substansinya merupakan bentuk konkrit dari apresiasi Bappeda terhadap 
berbagai hal yang harus dilakukan, agar proses perencanaan pembangunan daerah 
dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi misi 
pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra Bappeda merupakan bagian dari 
dokumen perencanaan daerah Kota Baubau untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang 
kemudian secara integral akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Bappeda.  
Renstra Bappeda disusun dengan maksud untuk : 
a. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan 
dan sasaran Bappeda yang memberikan arah dan pedoman bagi segenap pimpinan 
dan jajaran staf Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dalam 
menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan lima tahun kedepan yang 
berhubungan dengan proses perencanaan. 
b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi 
terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 
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c. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam 
bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). 
Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Baubau Tahun 2013-2018 
ini adalah : 
a. Memaduserasikan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf 
didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan 
bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke 
depan. 
b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan 
penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan 
akuntabel; 
c. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan 
prioritas Bappeda dengan perencanaan pembangunan daerah. 
d. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan 
efisien sesuai perencanaan dan penganggaran. 
e. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda dalam rangka akuntabilitas 
kinerja instansi publik. 
4.2.6 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) 
Visi Bappeda Kota Baubau mengacu pada visi Kota Baubau yang ditetapkan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau 
Tahun 2013 - 2018 yaitu  : 
“ Mewujudkan Baubau yang maju, sejahtera dan berbudaya ”. 
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 Visi tersebut kemudian dijabarkan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda, 
sehingga visi Bappeda Kota Baubau yaitu : 
“Terwujudnya Perencanaan pembangunan Daerah yang berkualitas ”. 
Makna visi Bappeda Kota Baubau sebagai berikut : 
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat 4 (empat) item misi yang akan 
dijalankan oleh Bappeda Kota Baubau. Keempat misi tersebut adalah sebagai berikut 
: 
a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan 
secara terpadu. 
b. Mengembangkan kerjasama antar lembaga. 
c. Meningkatkan penelitian dan pengembangan daerah. 
Misi pertama menjelaskan tentang upaya Bappeda Kota Baubau untuk 
meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM aparatur, perwujudan perencanaan 
pembangunan secara terpadu, serta perwujudan perencanaan berbasis data, fakta 
dan realita. Secara lengkap penjelasan masing-masing misi disajikan pada Tabel 8 


















Misi Penjelasan Misi 
 Meningkatkan kualitas perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi 
pembangunan secara terpadu 
Peningkatan kualitas 
kelembagaan dan SDM 
aparatur 
/Perwujudan jumlah 
dan nilai investasi 
daerah 
 Mengembangkan penanaman modal 
daerah 
Perwujudan dan nilai 
investasi daerah 




dari luar daerah 
 Meningkatkan penelitian dan 
pengembangan daerah  
Peningkatan 
ketersediaan data dan 
informasi hasil kajian 
untuk pembangunan 
(Sumber : Renstra Bappeda Kota Baubau) 
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Tabel tersebut memberikan informasi bahwa Misi Pertama mencakup upaya-
upaya yang terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM aparatur, 
perwujudan dokumen, pengendalian dan evaluasi  perencanaan secara terpadu, 
serta perwujudan perencana berbasis data, fakta dan realita. Misi pertama Bappeda 
ini mendukung misi IV pada RPJMD Kota Baubau Tahun 2013-2018 yaitu 
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. 
Misi kedua, ketiga dan keempat mencakup upaya-upaya yang terkait dengan 
perwujudan pengembangan penanaman modal, kerjasama antar lembagan dan 
peningkatan penelitian pengembangan daerah. Misi kedua Bappeda ini mendukung 
misi V pada RPJMD tahun 2013-2018 yaitu mengembangkan situasi yang kondusif 
bagi kehidupan masyarakat yang inovatif. 
4.2.2.  Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi serta Badan Perencanaan    
Pembangunan Daerah ( Bappeda )  
4.2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi  
Kedudukan Bappeda Kota Baubau ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota 
Baubau yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Walikota Baubau Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 
Baubau. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bappeda 
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Baubau. Berdasarkan Peraturan 
Daerah tersebut pula dinyatakan bahwa Bappeda Kota Baubau mempunyai tugas 
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membantu Walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan 
kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi pembangunan daerah.  
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bappeda 
mempunyai fungsi sebagai berikut : 
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; 
2. Pengorganisasian penyusunan rencana pembangunan daerah; 
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; 
4. Pengelolaan barang milik kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawabnya; 
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 
6. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang Tugas dan 
Fungsinya kepada Walikota. 
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan Tugas dan 
Fungsinya; 
 Tugas pokok dan fungsi tersebut menggambarkan cakupan dan ruang lingkup 
yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab setiap bagian/sub bagian organisasi 
Bappeda. Karena itu, tugas pokok dan fungsi menjadi sangat strategis terhadap 
pencapaian visi dan misi yang telah dirumuskan dan disepakati bersama oleh 
segenap aparatur organisasi. Disamping itu, posisi tugas pokok dan fungsi organisasi 
Bappeda Kota Baubau berfungsi sebagai landasan formal dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan prioritas. 
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4.2.2.2 Susunan Organisasi 
Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi pokok Bappeda tersebut, susunan 
organisasi Bappeda Kota Baubau dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi: 
1). Sekretariat terdiri atas  
(a). Sub Bagian Perencanaan;  
(b). Sub Bagian Keuangan;  
(c). Sub bagian Umum dan Kepegawaian.  
2). Bidang Sosial Budaya terdiri dari:  
(a). Seksi Sosial,  
(b). Seksi Budaya; 
 
 
3). Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari  
(a). Seksi Fisik, 
(b). Seksi Prasarana; 
4). Bidang Perekonomian terdiri dari  
(a). Seksi Ekonomi,  
(b). Seksi SDA;  
5). Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari,  
(a). Seksi Penelitian dan Pengembangan,  
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(b). Seksi Pendataan & Statistik, 
6).  Kelompok Jabatan Fungsional 
Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang adalah sebagai 
berikut:  
 1).  Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda dalam 
memberikan pelayanan administrasi dan kesekretaritan kepada seluruh bagian 
organisasi di lingkungan Bappeda yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, 
kepegawaian dan keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan 
tahunan Bappeda. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai 
fungsi: 
1. Pengkoordinasian perumusan perencanaan program Bappeda; 
2. Pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran; 
3. Penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan 
hubungan masyarakat; 
4. Pelaksanaan urusan administrasi ketatalaksanaan, hukum, pendidikan dan pelatihan 
serta pelaksanaan kearsipan dan kepustakaan; 
5. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan BAPPEDA; 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepada Bappeda sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 
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Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu: 
a) Sub Bagian Perencanaan; 
Mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan 
rencana dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana 
dan program, melakukan pengolahan data dan pelaporan internal BAPPEDA; 
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan arsip, 
perlengkapan dan rumah tangga, urusan kehumasan dan protokol, pengelolaan 
administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, hokum, pendidikan dan pelatihan; 
c) Sub Bagian Keuangan. 
Mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis melakukan 
pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran 
internal Bappeda. 
2).  Bidang Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas BAPPEDA dibidang penelitian dan pengembangan. Untuk 
menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan 
mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan 
dalam perencanaan pembangunan; 
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b. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data statistik hasil-hasil perencanaan 
pembangunan daerah; 
c. Pelaksanaan evaluasi, analisa penilai bahan dan laporan yang bersumber dari 
masing-masing instansi dan menyangkut pelaksanaan rencana dan program 
pembangunan daerah; 
d. Pelaksanaan dan pemanduan perencanaan program pembangunan dari masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepada Bappeda. 
Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas 2 (dua) Seksi, yaitu: 
1. Seksi Penelitian dan Pengembangan; 
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan 
penyusunan rencana dan program serta kegiatan penelitian dan pengembangan di 
segala bidang pembangunan; 
2. Seksi Pendataan dan Statistik. 
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan 
penyusunan rencana dan program, pendataan, perhitungan statistik, analisa dan 
pengolahan data pembangunan, melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyusunan 
dan pengolahan data, evaluasi dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan 
pendataan. 
 
3).  Bidang Fisik dan Prasarana 
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Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
BAPPEDA dalam mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang 
Fisik dan Prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Sarana dan 
Prasarana mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan Bidang 
Fisik dan Prasarana; 
b. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana pembangunan Bidang Fisik dan 
Prasarana yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain dalam 
lingkup Pemerintah Kota Baubau; 
c. Pengkoordinasian terhadap inventarisasi permasalahan di Bidang Fisik dan 
Prasarana serta perumusan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; 
d. Pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan di Bidang 
Fisik dan Prasarana dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau program-
program yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan ke dalam 
program pembangunan provinsi dan/atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat 
untuk dimasukkan ke dalam program pembangunan nasional; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepada Bappeda sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 
Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri atas 2 (dua) Seksi, yaitu: 
1.  Seksi Fisik; 
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Mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan 
penyusunan rencana dan program pembangunan sarana publik; 
2.  Seksi Prasarana. 
Menyiapkan bahan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan 
rencana dan program pembangunan prasarana publik. 
4).  Bidang Sosial Budaya 
Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
BAPPEDA dalam mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang 
sosial dan budaya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Sosial dan 
Budaya mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang 
sosial dan budaya; 
b. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana pembangunan di Bidang Sosial dan 
Budaya disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 
c. Pengkoordinasian terhadap inventarisasi permasalahan di Bidang Sosial Budaya 
serta perumusan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; 
d. Pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan di Bidang 
Sosial dan Budaya dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau program-
program yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan ke dalam 
program pembangunan provinsi dan/atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat 
untuk dimasukkan ke dalam program pembangunan nasional; 
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepada Bappeda sesuai dengan tugas 




Bidang Sosial dan Budaya, terdiri atas 2 (dua) Seksi, yaitu: 
1. Seksi Sosial; 
Mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang sosial; 
2. Seksi Kebudayaan. 
Mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan 
penyusunan rencana dan program pembangunan bidang kebudayaan. 
5).  Bidang Perekonomian 
Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
BAPPEDA dalam mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang 
Perekonomian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perekonomian 
mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang 
Perekonomian; 
b. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana pembangunan di Bidang Perekonomian 
disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 
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c. Pengkoordinasian terhadap inventarisasi permasalahan di Bidang Perekonomian 
serta perumusan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; 
d. Pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan di Bidang 
Perekonomian dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau program-
program yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan ke dalam 
program pembangunan provinsi dan/atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat 
untuk dimasukkan ke dalam program pembangunan nasional; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepada Bappeda sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 
Bidang Perekonomian, terdiri atas 2 (dua) Seksi, yaitu: 
1. Seksi Ekonomi 
Mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan 
penyusunan rencana dan program pembangunan bidang ekonomi; 
2. Seksi Sumber Daya Alam. 
Mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan 
penyusunan rencana dan program pembangunan bidang Sumber Daya Alam. 
6).  Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Bappeda mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan 
Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan 
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berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipimpin oleh 
seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. 
4.2.2.3 Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) 
Susunan Kepegawaian Bappeda Kota Baubau dapat digambarkan pada 
table-tabel dibawah ini : 
 
 
Tabel  4 









2008 21 9 30 
2009 21 9 30 
2010 21 9 30 
2011 22 11 33 
2012 18 11 29 
2013 19 12 31 
(Sumber : Sub Bagian  Umum dan Kepegawaian Bappeda. Kota Baubau, 2013) 
Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa pegawai Bappeda Kota 
Baubau lebih didominasi oleh laki-laki. Namun demikian, perkembangan tingkat 
pendidikan para pegawai tidak ditentukan oleh jenis kelamin tersebut. Seiring dengan 
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pertambahan jumlahnya, maka komposisi pegawai yang memiliki tingkat pendidikan 




















2008 9 10 2 9 30 
2009 9 10 2 9 30 
2010 9 10 2 9 30 
2011 14 12 2 5 33 
2012 14 11 2 2 29 
2013 15 13 1 2 31 
(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Baubau, 2013 
Tabel 5 di atas memberikan informasi bahwa sejak tahun 2009, terjadi 
penambahan jumlah pegawai yang berpendidikan magister (S-2), dan tidak ada 
penambahan untuk pegawai yang berpendidikan sarjana (S-1). Hal ini disebabkan 
karena sejak dua tahun terakhir, pegawai baru yang masuk ke Bappeda didominasi 
oleh mereka yang berpendidikan strata 2. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat 
dikatakan bahwa sumberdaya di Bappeda Kota Baubau cukup memadai dari segi 
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tingkat pendidikan. Kondisi ini turut dipertajam dengan adanya kenyataan bahwa 
seluruh pegawai Bappeda berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas. 
Selain jenjang pendidikan yang sebagian besar menduduki level Sarjana, 
pegawai Bappeda juga mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan. 
Diklat tersebut diikuti dengan tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan secara 
teknis dan spesifik sesuai dengan jabatan yang diamanahkan kepada pegwai yang 
bersangkutan. Perkembangan jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan 














Komposis Pegawai Bappeda Kota Baubau Berdasarkan Diklat Penjenjangan Yang 
Diikuti Tahun 2008-2013 
Tahun 
Adum/Adumla 
/Diklat Pim IV (orang) 
Spama/Diklat 





2008 - 1 1 
2009 - - - 
2010 1 - 1 
2011 - - - 
2012 - - - 
2013 - - - 
(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda .Kota Baubau, 2013) 
Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir 
jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan cenderung statis. Hal ini 
disebabkan karena tidak tersedia alokasi anggaran untuk kegiatan Diklat 
Penjenjangan bagi pegawai.  Selain itu, Pegawai yang pernah mengikuti 
Spama/Diklat Pim II jumlahnya semakin menurun sejak tahun 2008, karena adanya 
mutasi kerja ke instansi lainnya. Keikutsertaan dalam Diklat Penjenjangan dan tingkat 
pendidikan merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi pangkat dan 
golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Demikian pula dengan Pegawai Bappeda Kota 
Baubau, yang terdistribusi pada golongan II, III dan IV karena  memiliki tingkat 
pendidikan S-2, S-1 dan SMA. Secara jelas komposisi ini dapat dilihat pada Tabel 7 
sebagai berikut : 
Tabel 7 
Komposisi Pegawai Bappeda Kota Baubau Berdasarkan  












2008 8 17 5 30 
2009 8 17 5 30 
2010 8 17 5 30 
2011 4 23 6 33 
2012 2 21 6 29 
2013 2 23 6 31 
(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda .Kota Baubau, 2012) 
Tabel 7 memberikan informasi bahwa sebagian besar Pegawai Bappeda 
Kota Baubau berada pada Golongan III. Selain sebagai staf dan kepala sub bagian, 
Pegawai Golongan III ada juga yang menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang 
pada unsur pelaksana teknis. Dan terkait dengan jabatan tersebut, maka di Bappeda 
Kota Baubau terdapat pegawai yang menduduki jabatan eselon II, III dan IV dengan 
distribusi sebagai berikut : 
Tabel 8 














2008 1 6 6 17 30 
2009 1 6 6 17 30 
2010 1 6 6 17 30 
2011 1 5 8 19 33 
2012 1 5 10 13 29 
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2013 1 5 10 15 31 
(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda .Kota Baubau, 2013) 
Tabel 8 memberikan informasi bahwa sejak tahun 2008, pejabat eselon II di 
Bappeda Kota Baubau hanya 1 orang dan menduduki posisi sebagai kepala badan. 
Pejabat eselon III adalah mereka yang menduduki posisi sebagai sekretaris dan 
kepala bidang pada unsur pelaksana teknis. Sedangkan eselon IV adalah para 
pegawai yang menduduki jabatan sebagai kepala sub bagian atau kepala sub bidang 
yang terdiri dari 3 orang pada unsur pembantu pimpinan (kesekretariatan) dan 2 
orang masing-masing pada unsur pelaksana teknis (bidang-bidang). Pada Tahun 
2012,  jabatan eselon IV Masih ada yang kurang karena pindah Tugas ke Daerah 
Lain. 
4.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup 
Dalam perencanaan pembangunan, suatu pemerintah daerah harus 
memperhatikan keseimbangan dalam berbagai aspek wilayah pembangunan yang 
meliputi pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan 
lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan 
diikuti penyelenggaraan pemerintah yang sesaui dengan prinsip – prinsip 
pemerintahan yang baik (Good Governance ). Pemerintah akuntabel adalah suatu 
pemerintahan yang mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta aspirasi 
dan cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Oleh 
karena itu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat 
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berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme.  
Baubau yang berada pada posisi strategis di kawasan Indonesia timur 
memiliki sumber daya alam mengalami kemajuan yang pesat di bidang 
pembangunan seperti infrastruktur, sarana dan prasarana, industry, perumahan, 
pelabuhan dan pertanian, perhotelan, pusat perbelanjaan dan lain – lain. Secara 
umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan 
umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan kesejahteraan dan 
ketertiban masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakkan 
undang – undang serta mengembangkan kehidupan berbangsa.  
Kemudian berdasarkan data statistis maka luas Kota Baubau adalah 221 km 
dan dalam kurun waktu 2010-2014 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 1,51% 
yaitu dari 145.427 jiwa menjadi 151.485 jiwa (Kota Baubau dalam Angka, 2015). Dari 
data terlihat bahwa pertambahan penduduk tersebut akan cenderung bertambah dari 
tahun ke tahun, pertambahan penduduk tersebut mengakibatkan pertumbuhan 
sarana dan fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum seperti perkantoran, bandara 
udara, pasar, perumahan, perhotelan, pelabuhan dan lain – lain. Selanjutnya, untuk 
mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan mewujudkan tugas – tugas 
pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka di  perlukan penerapan prinsip Good 
Governance yang memuat prinsip – prinsip akuntabilitas, transparansi, 
profesionalisme, efektifitas, dan efisiensi.  
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Kota Baubau semakin terlibat di dalam sistem ekonomi global, ini berarti 
bahwa bentuk perkembangan kota akan banyak dipengaruhi  oleh dinamika ekonomi 
global. Pertimbangan pembangunan kota Baubau adalah memanfaatkan sumber 
daya yang ada untuk menambah manfaat ekonomi. Kemudian untuk menjalankan 
prinsip-prinsip  pemerintahan dan pembangunan maka dilakukan penyusunan profil 
BAPEDALDA dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Visi Misi Kementrian Lingkungan Hidup, 
Visi Misi Walikota Baubau 2013-2018, dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Renstra SKPD) Bapedalda 2013-2018.  
Adapun maksud penyusunan profil Dinas Lingkungan Hidup adalah : 
 Sebagai data dalam struktur organisasi dan Rencana Kinerja (Renja) tahunan; 
 Tersedianya data program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh 
Sekretaris dan Bidang – bidang pada Bapedalda dalam mewujudkan optimalisasi 
kinerja; 
 Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, 
berkeadilan dan berkelanjutan berdasarkan rencana strategis pembangunan daerah.  
Adapun tujuan penyusunan profil Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk 
mengetahui profil Dinas Lingkungan Hidup yang berdasarkan visi, misi Walikota 
Baubau serta program kerja kepala daerah, melalui pelaksana tugas pokok dan 
fungsi Lingkungan Hidup (lima) tahun ke depan, yang penyusunannya mengacu dan 
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMKD) 
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Kota Baubau 2013-2018 serta visi, misi Kementrian Lingkungan Hidup RI dan 
Renstra Bapedalda Kota Baubau.  
Profil Bapedalda Kota Baubau tahun 2016 adalah dokumen yang memuat 
program kerja, sejarah Bapedalda, struktur organisasi dan data – data pendukung 
lainnya yang berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui 
strategis dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan Bapedalda dalam kurun waktu 2003-2018.  
4.3.6 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau  
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana suatu organisasi harus 
dibawa agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran 
menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi. 
Adapun visi Bapedalda Kota Baubau yang merupakan bagian integral dari Visi 
Pembangunan Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam pola Pembangunan Daerah 
Tahun 2013-2018, yang di kristalkan dalam satu visi pembangunan Bapedalda Kota 
Baubau 5 (lima) tahun ke depan yaitu : 
“Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Perkotaan yang Menjamin Kesejahteraan 
Berkelanjutan dan Kelestarian Sumber Daya Alam”. 
Selanjutnya dari Visi tersebut, makna yang terkandung di dalamnya adalah : 
a. Tata kelola lingkungan perkotaan adalah kondisi dimana pengelolaan lingkungan 
melibatkan secara sinergis antara pemerintah, masyarkat dan dunia usaha.  
b. Kesejahteraan berkelanjutan adalah kondisi pengelolaan lingkungan yang 
mendukung berkelanjutannya mata pencaharian dan kesejateraan masyarakat.  
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c. Kelestarian Sumber Daya Alam adalah kondisi pengelolaan lingkungan yang 
mendukung kelestarian sumber daya alam. 
 
 
4.4 Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Pemukiman  
Dinas Perumahan dan Pemukiman merupakan unsure pelaksana urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas perumahan dan pemukiman 
dipimpin oleh Kepala Dinas daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 
jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas ini mempunyai tugas 
membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana 
dimaksud, mempunyai fungsi – fungsi diantarannya : 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan pemukiman  
b. Pelaksanaan kebijakan terhadap penyediaan dan rehabilisasi rumah korban bencana 
c. Penyelenggaraan fasilitas penyediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi 
program pemerintah penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan, 
penertiban sertifikat kepemilikan bangunan dan gedung (SKBG), penertiban izin 
pembangunan dan kawasan pemukiman, penataan dan peningkatan kualitas 
kawasan pemukiman, pencegahan kawasan terhadap pemukiman kumuh 
d. Penyelenggaraan prasarana, sarana fasilitas umum PSU,Sertifikasi dan Registrasi 
bagi Orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan atau perencanaan 
rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum dan PSU tingkat kemampuan kecil.  
xcvii 
 
e. Pengelolaan barang mlik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab. 
f. Pengelolaan ketatalaksanaan dinas.  
g. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pengembangan tugas dan fungsinya 
kepada walikota 
h. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan 
fungsinya 
4.4.6 Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Pemukiman  
Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi pokok dari Dinas Perumahan dan 
Pemukiman, maka disusun susunan organisasi Dinas Perumahan dan Pemukiman 
Kota Baubau dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi: 
1). Sekretariat terdiri atas  
(a). Sub Bagian Perencanaan dan informasi publik;  
(b). Sub Bagian Tata Usaha;  
2). Bidang Perumahan terdiri dari:  
(a). Seksi Pendataan dan Perencanaan;  
(b). Seksi Penyediaan dan Pembiayaan; 
(c). Seksi Pemantauan dan Evaluasi; 
3). Bidang Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari  
(a). Seksi Pertamanan; 
(b). Seksi Pelayanan Pemakaman; 
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(c). Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan; 
4). Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terdiri dari  
(a). Seksi Perencanaan; 
(b). Seksi Pelaksanaan; 
(c). Seksi Pemantauan dan Evaluasi;  
 5). Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari  
  (a). UPT Pasar Inventasi Pemerintah 
  (b). UPT Rusunawa 
4.5 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala 
dinas daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang dalam 
melaksanakan tugas dengan menyelenggarakan fungsi, anatara lain : 
a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai, 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengelolaan dan pengembangan 
sistem penyediaan air minum (SPAM), pengelolaan dan pengembangan sistem 
drainase, penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman, penyelenggaraan 
banguan  gedung, pemberian izin mendirikan banguan (IMB). 
c. Penyelenggaraan penataan bangunan, dan jalan.  
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d. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem 
informasi jasa konstruksi, penertiban izin usaha jasa konstrkusi nasional (non kecil 




4.5.6 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang, maka disusun susunan organisasi yang dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang membawahi: 
1). Sekretariat terdiri atas  
(a). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;  
(b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
2). Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:  
(a). Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;  
(b). Seksi Pelaksanaan; 
(c). Seksi Operasi dan Pemeliharaan; 
3). Bidang Bina Marga terdiri dari  
(a). Seksi Perencanaan dan Evaluasi; 
(b). Seksi Pembangunan; 
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(c). Seksi Preservasi; 
 
 
4). Bidang Cipta Karya terdiri dari  
(a). Seksi Perencanaan dan Pengendalian; 
(b). Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum; 
(c). Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangkim; 
5). Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari  
(a). Seksi Pengaturan; 
(b). Seksi Pemberdayaan; 
(c). Seksi Pengawasan; 
6). Bidang Penataan Ruang, terdiri dari 
(a). Seksi pengaturan dan pembinaan; 
(b). Seksi pelaksanaan penataan ruang; 
(c). Seksi pengawasan dan pengendalian dan pemanfaatan raung; 
 7). UPTD. 
4.6  Pengelolaan RuangTerbuka Hijau di Kota Baubau  
4.6.1 Perencanaan Ruang Terbuka Hijau 
Ruang terbuka hijau (RTH) adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai 
tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan 
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pohon (tanaman tinggi berkayu). Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang 
mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan 
apapun, yang didalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (perennial 
woody plants), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan 
lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai 
tumbuhan pelengkap serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan 
penunjang fungsi RTH yang bersangkutan (Direktorat Jenderal Penataan Ruang 
Departemen Pekerjaan Umum, 2006). 
Peraturan Menetri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang 
disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan diisi 
oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, 
ekonomi dan estetika. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan 
pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 
Seperti halnya kota-kota lain di Indonesia Kota Baubau juga mengalami hal 
yang samasuhu udara yang makin tinggi khususnya pada siang hari sehingga 
memerlukan upaya pengendalian. Perkembangan kawasan Kota Baubau dengan 
berbagai aktifitas dan pola kehidupan penduduknya menuntut kebutuhan lahan yang 
sangat tinggi sebagai wadahnya. Disisi lain struktur internal menyangkut penggunaan 
lahan pada kawasan pusat kota Baubau seringkali menunjukan perubahan secara 
alamiah tanpa mengikuti program dan rencana penataan ruang kota yang telah 
dibuat. Adanya keterbatasan luas lahan di pusat Kota Baubau mengakibatkan 
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optimalisasi fungsi lahan sebagai lahan terbangun sehingga cenderung mengabaikan 
pembangunan ruang terbuka hijau. Disamping itu terjadi pula perubahan fungsi yang 
semula berupa lahan terbuka menjadi terbangun, terutama didaerah perbukitan yang 
ada disekitar pusat Kota Baubau yang saat ini telah banyak berubah menjadi 
permukiman penduduk padahal daerah hijau diperbukitan merupakan ruang terbuka 
hijau alami yang sangat diperlukan untuk mencegah terjandinya banjir dan longsor 
serta menjaga kualitas udara. 
Oleh karena itu, melihat dari perkembangan Kota Baubau yang semakin 
dinamis, dengan bertambahnya penduduk, pertambahan tingkat kebutuhan ekonomi, 
dan gaya hidup masyarakat Baubau yang dapat berimbas pada 
ketidakseimbangannya lingkungan Kota Baubau dengan perkembangan kota yang 
semakin dinamis, maka diperlukan adanya Ruang Terbuka Hijau untuk memberikan 
keseimbangan dalam kualitas lingkungan, pada pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
pula diperlukan adanya master plan, untuk memberikan arahan dan perencanaan 
yang maksimal dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau dalam jangka panjang. 
Dilapangan sendiri penulis menemukan, bahwa pemerintah Kota Baubau terlah 
menyiapkan master plan tersebut, guna menunjang perencanaan jangka panjang 
pada Ruang Terbuka Hijau.  
Penyusunan dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau ini dilaksanakan pada 
lingkup wilayah administrasi Kota Baubau dan kawasan fungsional. Masterplan 
Ruang Terbuka Hijau, disusun dalam lingkup periode perencanaan 20 (dua puluh) 
tahun sesuai dengan periode RTRW Kota Baubau. Penyusunan Masterplan RTH 
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ditujukan untuk Pemerintah Kota Baubau, Swasta, dan masyarakat. Pemerintah Kota 
Baubau dapat memanfaatkan Masterplan RTH sebagai salah satu acuan Utama 
dalam penetapan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan untuk 
swasta melalui Masterplan RTH ini dapat memperoleh peluang-peluang usaha untuk 
mendukung kebijakan pembangunan kota hijau. 
Disamping itu dalam masterplan ini juga memuat kerjasama pemerintah dan 
swasta dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan RTH sehingga terbuka 
peluang untuk pihak swasta untuk melaksanakannya, juga dokumen masterplan ini 
dapat diakses oleh semua pihak, masyarakat dapat membantu menjalankan peran 
dan fungsi pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan yang berjalan 
agar tidak menyalahi kebijakan RTH yang sudah ditetapkan. Dalam master plan 
Ruang Terbuka Hijau sendiri memuat beberapa dokumen sebagai perencanaan 
jangka panjang yang meliputi beberapa hal di bawah ini : 
a. Dokumen  
 Gambaran Umum Kota,  
 Identifikasi dan Evaluasi RTH Kota (RTH Eksisting), 
 Analisa Kebutuhan RTH Kota, 
 Rencana Pembangunan RTH Kota, 
 Draft Peraturan Walikota Baubau tentang perwujudan RTH  
30 %. 
b. Album Peta 
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Album peta disajikan dengan skala 1 : 25.000 dalam format A1 yang dilengkapi 
dengan data peta digital yang memenuhi ketentuan sistim informasi geografis (GIS) 
yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwewenang. Album peta tersebut meliputi : 
 Peta eksisting RTH (taman, jalur hijau jalan, sempadan sungai, jalur SUTET, dan 
lain-lain), 
 Peta RTH Rencana periode 20 (dua puluh) tahun, 
 Peta lokasi prioritas pembangunan RTH skala 1 : 5.000, 
 Peta tematik (topografi, geologi, hidrologi resapan air, dan lain-lain). 
4.6.2 Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau  
Perkembangan Kota Baubau yang berpengaruh pada peningkatan jenis – 
jenis kegiatan yang ada di KotaBaubau berimplikasi pula pada perubahan 
pemanfaatan ruang di beberapa kawasan. Sehingga, dilakukan pemetaan 
penggunaan lahan eksisting atau lahan alternatif. Penggunaan atau pemanfaatan 
lahan di Kota Baubau pada tahun 2016 diklasifikasikan dalam beberapa tipe 
penggunaan lahan berdasarkan Standar Nasional Indonesia tahun 2010 tentang 
klasifikasi penutup dan penggunaan lahan yang kemudian dimodifikasi berdasarkan 
kenampakan di lapangan dan citra satelit. Secara umum, dapat meliputi penggunaan 
untuk vegestasi baik tanaman yang dibudidayakan maupun non budidaya, dan 
penggunaan non vegetasi berupa lahan terbangun dan tidak terbangun, seperti 




Permukiman di daerah Kota Baubau seluas 1.272,19 ha adalah lahan 
terbangun terdiri dari permukiman desa dan permukiman kota yang padat penduduk 
tersebar di daerah  Kecamatan Kokalukuna, Batupoaro, Wolio dan Murhum. 
Penggunaan lahan permukiman juga diidentifikasi sebagai, perkantoran baik 
pemerintah atau swasta, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan 
peribadatan. Penggunaan lahan dengan pemanfaatan perkebunan yang merupakan 
areal budidaya dengan dengan tanaman pangan, perkebunan/tanaman tahunan, dan 
kebun campuran yang berasosiasi dengan permukiman dengan luas 6.512.07 Ha.  
Penggunaan lahan industri seluas 44,40 Ha, lahan ini dijadikan pusat 
perdagangan tradisional seperti pasar, pusat perdagangan barang, kawasan 
pembangkit, dan kawasan depo bahan bakar dan minyak. Lahan ini menyebar di dua 
kecamatan yaitu Kecamatan Betoambari dan Batupoaro. Sedangkan, lahan 
mangrove yang ada di Kota Baubau terdapat di Kecamatan Lea-Lea dengan luas 
215,67 Ha, penggunaan lahan tambak yaitu 76,70 Ha.  
Seperti yang dikatakan oleh bapak Rahmat S.Pd Camat Batupoaro terkait 
pemanfaatan lahan yang ada di Kecamatan Batupoaro, beliau mengatakan bahwa : 
“Kecamatan Batupoaro diperuntukkan sebagai kawasan industry dan bisnis seperti 
pasar, pusat pertokoan, pusat pelelangan ikan dan hasil laut dan lain sebagainya. 
Dan Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan terpadat yang ada di Kota 
Baubau karena mempunyai jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup padat yang 
mengakibatkan kecamatan ini pula menjadi pusat kota yang mempunyai aktifitas 
yang cukup padat disbanding kecamatan – kecamatan lainnya di Kota Baubau.” 
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(sumber: wawancara, tanggal 05 April 2017) 
Pemanfaatan lahan taman di Kota Baubau dikembangkan didaerah pusat kota 
dengan luas 26,34 Ha, karena taman kota tidak memerlukan lahan yang luas dalam 
perkembangannya. Taman kota pada umumnya terdiri dari jenis vegetasi yang tidak 
terlalu besar dan diselingi oleh tanaman rumput disekelilingnya. Selain itu, sebagai 
sumber penyedia oksigen dan meningkatkan kenyamanan, tanaman kota dapat juga 
dijadikan sebagai tempat rekreasi keluarga.  
Hal serupa pula disampaikan oleh ibu Suwarmawati S.Si,M.Si Sekretaris 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa : 
“Pemanfaatan Lahan yang telah dilakukan pada tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup 
telah melakukan penanaman penghijau di sepanjang jalan – jalan protocol dan taman 
– taman kota, daerah aliran sungai, dan sumber mata air. Dari penanaman tersebut 
dampak yang telah diterima ialah sudah banyak terlihat penghijauan di daerah yang 
telah ditanami pohon – pohon pada 2016 kemarin. Sedangkan, dengan perusahaan ( 
pihak swasta ) telah dilakukan pola kerjasama dengan membangun taman – taman 
kota di areal Ruang Terbuka Hijau”. 
(sumber: wawancara 05 April 2017) 
 Adapun data dari penggunaan lahan eksisting atau lahan alternatif pada tahun 










Penggunaan Lahan Alternatif di Kota Baubau 
No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) 
1. Bandara 5,46 
2. Hutan 18.966,83 
3. Industri 44,40 
4. Lahan Terbuka 439,98 
5. Makam 6,02 
6. Mangrove 215,67 
7. Perkebunan 6.512,07 
8. Permukiman 1.272,19 
9. Sawah 1.420,70 
10 Taman 26,34 
11. Tambak 76,72 
12. Tubuh Air Dangkal 30,11 
Jumlah 29.016,49 
4.6.3 Pembinaan dan Pengawasan Ruang Terbuka Hijau  
Pengawasan pada Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan hanya dalam bentuk 
penghimbauan saja mengenai taman – taman kota, sabuk jalan, pemakaman dan 
kawasan Ruang Terbuka Hijau lainnya agar tidak dirusaki, dan dibangun rumah atau 
perebutan lahan tanpa izin dan lain sebagainya. Namun, selain itu pengawasan yang 
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dilakukan pula kedepannya dengan membangun plan – plan dilarang mendirikan 
bangunan di kawasan ruang terbuka hijau, dilarang merusak tanaman di kawasan 
taman ruang terbuka hijau. Dampak lingkungan yang diterima dari adanya Ruang 
Terbuka Hijau ini ialah tentu sangat positif sebagai tempat berkumpul keluarga, 
rekreasi, refreshing dan lain sebagainya. Kawasan tersebut pula akan menjadi land 
mark dari kecamatan tersebut bahkan daerah kota baubau.  
Bentuk pengawasan Ruang Terbuka Hijau Privat, yang dilaksanakan oleh 
masyarakat dan pihak swasta, ialah menghimbau kepada masayarakat dan pihak 
swasta untuk memberikan dan mengelola taman – taman pribadi mereka sebagai 
penunjang 10% RTH Privat. Dan ada pula pola kerja sama yang dilakukan dengan 
pihak swasta dalam hal ini seperti perusahaan perbankan, perusahaan 
telekomunikasi dan perusahaan lainnya dalam pembuatan taman – taman publik. 
Dinas Perumahan dan Pemukiman akan memelihara dan mengawasi taman – taman 
yang telah dibuat oleh pihak swasta sesuai dengan mou dari pihak swasta dan Dinas 
perumahan dan pemukiman.  
Adapun, dilapangan ditemukan bahwa pola pengawasan dari pemerintah 
belum secara langsung menyentuh pada lahan – lahan masyrakat sepenuhnya, 
seperti yang disampaikan oleh Ibu Faridah Samad S.T, M.Si Kepala Bidang 
Pertamanan dan Pemukiman Kota Baubau, bahwa : 
“Pola pengawasan pada kawasan – kawasan Ruang Terbuka Hijau yang merupakan 
lahan tersebut masih dimiliki oleh masyarakat, dan sampai saat ini pemerintah pula 
belum membeli lahan yang menjadi kawasan ruang terbuka hijau sesuai master plan 
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Ruang Terbuka Hijau. Itulah yang menjadi kendala dalam pengawasan dari 
pemerintah pelaksana dari Ruang Terbuka Hijau”. 
(Sumber: wawancara 13-04-2014).  
4.7 Faktor – Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
4.7.1 Faktor pendukung pengelolaan Ruang Terbuka Hijau  
Perkembangan Kota Baubau yang semakin dinamis, maka perencanaan, 
pemanfaatan dan pengendalian ruang yang tersusun dalam Pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau di Kota Baubau perlu dilakukan secara integral melalui Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Baubau (RTRW). Hal ini ditujukan agar terjadi kesesuaian antara penggunaan ruang 
terhadap kapasitas maksimal daya tampung Kota Baubau guna menciptakan keserasian dan 
keseimbangan lingkungan, baik dari segi fungsi dan intensitas penggunaan tanah antar 
bagian wilayah kota maupun dalam satu bagian wilayah kota. Disamping itu, ditujukan pula 
bagi upaya mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk meningkatkan daya guna dan hasil 
guna pelayanan sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan jenjang fungsinya masing-
masing. Berikut faktor – faktor pendukung pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Baubau, 
antara lain : 
a. Adanya master plan, yang menjadi faktor pendukung awal untuk membuat sebuah 
perencanaan awal Penyusunan dokumen mengnai lahan pembuatan Ruang Terbuka Hijau. 
Masterplan Ruang Terbuka Hijau, disusun dalam lingkup periode perencanaan 20 (dua 
puluh) tahun sesuai dengan periode RTRW Kota Baubau. Penyusunan Masterplan RTH 
ditujukan untuk Pemerintah Kota Baubau, Swasta, dan masyarakat. Pemerintah Kota 
Baubau dapat memanfaatkan Masterplan RTH sebagai salah satu acuan Utama dalam 
penetapan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan untuk swasta melalui 
Masterplan RTH ini dapat memperoleh peluang-peluang usaha untuk mendukung kebijakan 
pembangunan kota hijau. 
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b. Adanya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Baubau, yang mendukung sebagai landasan hukum penunjang Undang – Undang Nomor 26 
tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menginginkan 30% lahan untuk Ruang Terbuka 
Hijau di Kota Baubau.  
Oleh Karena itu, seperti pendapat yang juga disampaikan oleh Sekretaris Bagian 
Perencanaan BAPPEDA Kota Baubau yakni Bapak Sabaruddin S,E M,Eng terkait 
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang memforsirkan 30% lahan sesuai dengan 
peruntukkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beliau 
mengatakan bahwa : 
“Undang – undang 26 sudah jelas menegaskan untuk mempromosikan 30% dari luas 
daerahnya. Ruang Terbuka Hijau diharapkan menjadi kawasan resapan, melihat saat 
ini wilayah Indonesia khususnya Baubau belum terlihat mempunyai daerah resapan 
yang baik di kawasan – kawasan rawan bencana yang diakibatkan oleh arus 
pembagunan yang kuat. Oleh karena itu, Ruang Terbuka Hijau hadir sebagai daerah 
resapan bagi kawasan – kawasan yang rawan akan bencana – bencana alam. Selain 
itu, Ruang Terbuka Hijau diharapkan sebagai tempat refreshing masyarakat untuk 
menyegarkan pikiran, berkumpul dan berkomunikasi selama seharian berkegiatan 
dengan aktifitas yang padat.”. 
(sumber: wawancara tanggal 06 April 2017) 
Berdasarkan wawancara tersebut, sudah jelas digambarkan bahawa setiap 
daerah seharusnya memforsirkan 30% lahan terbuka hijau, jika dilihat dari 
pemanfaatan penggunaan lahan Kota Baubau, rasioluas areal terbangun Kota 
Baubau relatif masih rendah yaitu sebesar3.392 Ha atau15,348 % dari luas total 
wilayah kota. Secara umum kawasan terbangun didominasi oleh bangunan 
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perumahan, fasilitas sosial, jasa, perdagangan, industri dan jaringan infrastruktur. 
Sedangkan kawasan yang belum terbangun mempunyai luas 18.708 Ha atau 84,652 
% dari luas total wilayah Kota Bau-Bau. Kawasan yang belum terbangun ini 
didominasi oleh pemanfaatan Hutan Negara dengan luas 9.822 Ha atau 44,443% 
dari total luas lahan. Pemanfaatan lahan lainnya yaitu digunakan sebagai pertanian 
dan perkebunan rakyat yaitu sebesar 36,027 % atau seluas 7.962 Ha, sisannya 
berturut-turut adalah Padang Rumput  seluas 409 Ha atau 1,851 %, Seementara 
Tidak diusahakan seluas 478 Ha atau 2,163 % dan rawa yang tidak di tanam seluas 
37 Ha atau 0,167 %. Lebih jelasnya penggunaan lahan di Kota Bau-Bau tahun 2011 






Penggunaan Lahan Menurut Pemanfaatannya 
Kota Baubau Tahun2011 
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Prosentase (%) 
1 Hutan Negara 9.822 44,443 
2 Pertanian & Perkebunan   
 - Tegal/Kebun 2.646 11,973 
 - Perkebunan 1.875 8,484 
 - Ladang/Huma 1.306 5,910 
 - Sawah 1.380 6,244 
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 - Tanaman Kayu-Kayuan 696 3,149 
 - Tambak/Kolam 59 0,267 
Jumlah 2 7.962 36,027 
3 Padang Rumput 409 1,851 
4 Sementara Tidak Diusahakan 478 2,163 
5 Rawa tidak ditanam 37 0,167 
Jumlah Belum Terbangun (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 18.708 84,652 
6 Pekarangan 2.261 10,231 
7 Fasum/Fasos 1.131 5,118 
Jumlah Lahan Terbangun (6 + 7) 3.392 15,348 
Total Lahan Kota Baubau 22.100 100,000 
(Sumber : Kota Baubau Dalam Angka Tahun 2011 & Analisis) 
 
4.7.2 Faktor penghambat pegelolaan Ruang Terbuka Hijau  
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Baubau yang semakin dinamis, selain 
adanya faktor pendukung dari pengelolaan ruang terbuka hijau terdapat pula faktor 
penghambat atau kendala utama yang sering didapatkan dalam proses pengelolaan ruang 
terbuka hijau, antara lain : 
a. Kondisi fisik lahan dengan adanya tutupan batu yang menyebabkan terbatasnya 
penggunaan lahan. Kecamatan Wolio, Murhum dan sebagaian Kecamatan Betoambari 
merupakan wilayah dengan perkembangan  lahan terbangun tinggi mengingat fungsinya 
sebagai pusat kota sedangkan perkembangan lahan terbangun di Kecamatan Sorawolio, 
Kokalikuna, Lea-Lea dan Bungi masih rendah.  Persebaran penggunaan lahan disajikan 























b. Kurang nya kesadaran dari masyarakat sebagai pengguna dan penikmat fasilitas 
Ruang Terbuka Hijau yang ingin diciptakan oleh pemerintah, seperti yang dikatakan 
oleh Bapak Muhammad Yusran Achmad,  S.T, M.Sc Kepala Seksi Pelaksanaan 
Penataan Ruang, beliau mengatakan bahwa : 
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“Kendala yang masih sering saat ini ialah, pengeksekusian perencanaan ruang 
terbuka hijau privat, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai 
pemanfaatan ruang terbuka hijau privat tersebut. Harapan kami, sebenarnya 
pemerintah sebagai pemberi layanan seharusnya melakukan perencanaan, 
pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau sebaik – baiknya. Dan masyarakat 
sebagai yang menerima layanan seharusnya lebih memahami akan penting ruang 
terbuka hijau kedepannya sebagai penangkal bencana alam seperti banjir, tanah 
longsor dan sebagainya”. 
(wawancara tanggal 13 April 2017). 
c. Pembebasan lahan yang masih dimiliki masyarakat, yaitu merupakan lahan pribadi 
dari masyarakat setempat yang masih belum bisa dilepas oeh masyarakat setempat. 
Dalam artian, pemerintah belum memberikan dana untuk membeli tanah yang 
menjadi hak pribadi setiap masyarakat yang berada pada lahan ruang terbuka hijau. 
Seperti yang terdapat pada Kecamatan Betoambari yang dikemukakan oleh camat 
Betoambari Drs. La Kaju pada yaitu : 
“Yang menjadi harapan kami pada ruang terbuka hijau, merupakan kawasan yang 
mempunyai banyak manfaat, mempunyai tujuan dan sasaran yang positif pula. 
Tetapi, pemerintah belum bisa membeli tanah yang menjadi kawasan ruang terbuka 
hijau, hal inilah yang masih menajdi hal yang sulit untuk memberikan pemahaman 
kepada masyarakat”.  
(wawancara tanggal13 April 2017) 
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d. Kurangnya atau belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan mengenai penataan 
ruang khususnya ruang terbuka hijau kepada masyarakat.  
4.8   Jenis – Jenis Ruang Terbuka Hijau Kota 
Pola sebaran RTH yang terdapat di Kawasan Kota Baubau yaitu berpola 
scattered (tersebar). Berdasarkan distribusinya maka dapat diketahui bahwa tanah 
hijau masih mendominasi sebagian besar pemanfaatan lahan wailayah Kota Baubau, 
Sawah, Tambak dan perkebunan di Kecamatan Bungi, Lealea, dan Sorawolio 
sedangkan untuk wilayah Kecamatan Wolio dan Murhum lahan telah padat dengan 
perumahan, gudang dan bangunan perkantoran dan untuk lapangan bola atau 
lapangan olah raga terdapat di Semua kecamatan antara lain Lapangan Bola Gonda 
Baru, Lapangan Olah raga Sorawolio, Lapangan Olah raga Bungi (Liabuku, 
Waliabuku, Ngkaring ngkaring, kampeonaho), Lapangan Olah Raga Kecamatan 
Lealea (Palabusa, Kalialia dan Lowu Lowu), Kecamatan Kokalukuna (Waruruma, 
Lakologou, Puma), Kecamatan Wolio (Lapangan Merdeka, Lapangan Lembah Hijau, 
Lapangan Tembak), Kecamatan Murhum (Stadion Betoambari, Lapangan Baadia) 
dan Kecamatan Betoambari (Waborobo, Labalawa) serta lapangan tenis terdapat di 
Kecamatan Wolio. 
Gambar 7 
Peta Persebaran RTH di Kota Baubau 
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Dari persebarannya di Kota Baubau, dapat diketahui ada dua jenis Ruang 
Terbuka Hijau menurut Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Pentaan 
Ruang, antara lain : 
4.8.1 Ruang Terbuka Hijau Publik 
Identifikasi jumlah RTH Publik yang terdapat di Kota Baubau berdasarkan 
kondisi eksisting, dikelompokan berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis RTH tersebut 
diantaranya yaitu Taman Kota, Hutan Kota, Kawasan Pemakaman, Jalur Hijau 
Sempadan Jalan, Jalur Hijau Sempadan Sungai, Jalur Hijau Sempadan Pantai dan 
Lapangan Olah Raga. Uraian masing masing jenis RTH tersebut sebagai berikut : 
e. RTH Kawasan Taman Kota dan Lingkungan. 
RTH Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu 
kota atau bagian wilayah kota. Taman kota memiliki fungsi ekologis, rekreasi, estetis 





RTH Taman Kota dan Lingkungan Kota Baubau 






I TAMAN KOTA 
1 Pantai Kamali Kel. Wale. Kec. 
Wolio 
3,50 Pemerintah Kota 
2 Kota Mara Kel. 
Nganganaumala. 
Kec. Batupoaro  
7,90 Pemerintah Kota 
3 Taman Maedani Kel. 
Tanganapada 
Kec. Murhum 
1,50 Pemerintah Kota 
4 Taman Wantiro Kel. Kadolomoko 
Kec. Kokalukuna 
2,75 Pemerintah Kota 




0,75 Pemerintah Kota 
6 Bumi Kemah 
Samparona 
Kel. Karya Baru 
Kec. Sorawolio 
14,00 Pemerintah Kota 
7 Taman Kolese 
PLTU 
Kel. Kolese Kec. 
Lea-Lea. 
22,04 Pemerintah Kota 
8 Air Jatuh Kel. Waruruma 
Kec. Kokalukuna 
52,50 Pemerintah Kota 
 Jumlah I  104,94  
II TAMAN 
LINGKUNGAN 
   
1 Taman Segitiga Kel. Wale. Kec. 
Wolio 
0,15 Pemerintah Kota 
2 Taman Selamat 
Datang 
Kel. Wale. Kec. 
Wolio 
1,00 Pemerintah Kota 




4 Taman Bolimo 
Karo 
Kel Wale. Kec 
Wolio 
0,15 Pemerintah Kota 
5 Taman Nanas Kel. Wale Kec. 
Wolio 
0,12 Pemerintah Kota 
6 Taman BRI Kel. Batulo. Kec. 
Wolio 
0,25 Bank BRI 
7 Taman 
Waringin 
Kel. Wale. Kec. 
Wolio 
0,15 Pemerintah Kota 
8 Taman Leter 
Buton 
Kel. Batulo Kec. 
Wolio 
0,50 Pemerintah Kota 





0,10 Pemerintah Kota 
10 Taman 
Palagimata 
Kel. Lipu. Kec. 
Betoambari 
2,15 Pemerintah Kota 
11 Taman  Baadia Kel. Baadia Kec. 
Murhum 
1,25 Pemerintah Kota 
















2,24 Pemerintah Kota 
16 Lapangan 
Merdeka 
Kel. Batulo. Kec. 
Wolio 
1,44 Pemerintah Kota 
Lanjutan Tabel 11   RTH Taman Kota dan Lingkungan Kota Baubau 
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1,89 Pem. Kel 
Sukanayo 
19 Lapangan PUMA Kel. Liwuto Kec. 
Kokalukuna 
2,08 Pem. Kel. Liwuto 




0,59 Pem. Kel. 
Lakolohou 
21 Stadion Utama 
Baubau 
Kel. Lowulowu 
Kec. Lea – Lea  
28,00 Pem. Kota 
22 Kawasan Tambak 
Liabuku 
Kel. Liabuku Kec. 
Bungi.  
0,20 Pem Kel. Liabuku 
23 Padang Hijau Puma Kel. Liwuto Kec. 
Kokalukuna  




Kec. Lea – Lea  







2,68 Pem. Kel. 
Ngkaring 
26 Lapangan Bina 
Marga 
Kel. Wanajati 
Kec. Lea – Lea  
4,60 Pem. Kel. Wanajati 
27 Lapangan Palabusa Kel. Palabusa 
Kec. Lea – Lea  
7,84 Pem. Kel. 
Palabusa 
28 Lapangan KM 4 Kel. Buki Wolio 
Indah Kec. Wolio 
0,56 Pem. Kel. BWI 
29 Lapangan Wakonti Kel. Kadolokatapi 
Kec. Wolio 
5,75 Pem. Kel. 
Kadolokatapi 




31 Ruang Terbuka 
Bugi 
Kel. Bugi Kec. 
Sorawolio 
0,63 Puskesmas Bugi 
32 Lapangan Gonda Kel. Gonda Kec. 
Sorawolio 
1,96 Pem. Kel. Gonda 
33 Lapangan Baadia Kel. Baadia Kec. 
Murhum 
0,70 Pem Kel. Baadia 
34 Lapangan Labalawa Kel. Labalawa 
Kec. Betoambari 
0,90 Pem. Kel. 
Labalawa 
35 LapanganWaborobo Kel. Waborobo 
Kec. Betoambari 
1,20 Pem. Kel. 
Waborobo 
36 Stadion Betoambari Kel. Lamangga 
Kec. Murhum 
3,00 Pem Kota 
 Jumlah I  88,73  
 Jumlah I + II  193,67  
(Sumber Data : Hasil Survey, 2012) 
 Mengenai taman – taman kota diatas bentuk pengelolaan dari pemerintah 
ialah dilakukannya pemeliharaan yang ditinjau langsung oleh Dinas terkait dalam hal 
ini ialah Dinas Perumahan dan Pemukiman, seperti yang dikatakan oleh Ibu Faridah 
Samad, S.T, M,Si beliau mengatakan bahwa : 
“Taman – taman di Kota Baubau, merupakan taman – taman yang dijadikan sebagai 
kawasan ruang terbuka hijau publiknya yang telah menjadi fokus pemeliharaan dan 
pemanfaatan yang diawasi oleh Dinas perumahan dan pemukiman Kota Baubau. 
Setiap tahun dilakukan pemeliharaan terhadap taman tersebut, dan kawasan – 
kawasan RTH lainnya, seperti pemeliharaan sabuk jalan, jalan trotoar, pemakaman 
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dan kawasan lainnya, sedangkan pembersihannya dilakukan setiap harinya oleh 
petugas – petugas dari Dinas perumahan dan pemukiman”. 
(sumber : wawancara tanggal10 April 2017 ) 
 Jika dilihat dari tabel 11 diatas, taman – taman Kota yang ada di Kota disebar 
sesuai dengan daerah – daerah yang dinyatakan masih kurang memenuhi Ruang 
Terbuka Hijau Publiknya, tidak hanya dilihat dari bentuk alami terbentuknya hutan 
tersebut dikarenakan ada beberapa daerah di Kota Baubau telah memiliki hutan yang 
masih terawatt sampai sekarang, melainkan pemenuhan 30% baik dari segi tanah 
yang masih belum terawatt, simpang jalan, sabuk jalan (Green Belt), yang belum 
dipenuhi oleh beberapa daerah lainnya. Hal tersebut merupakan kewajiban yang 
harus dipenuhi pemerintah dengan besaran 20% untuk Ruang Terbuka Hijau Publik 
yang menjadi kawasan untuk masyarakat di Kota Baubau, seperti yang 


















f. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Hutan Kota. 
Hutan kota memiliki fungsi sebagai pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan 
plasma nutfah, keanekaragaman hayati, pendidikan dan penelitian; hutan kota di 












Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Baubau 








Kec. Sorawolio 56,00 Pemerintah 
Kota 










Kec. Sorawolio 4,50 Pemerintah 
Kota 
 Jumlah   3.186,72  
(Sumber Data : Hasil Survey, RTRW Kota Baubau 2008 dan Baubau dalam Angka 
2012) 
g. Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau Jalan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) sempadan Jalan dapat berupa taman pulau jalan 
dan median yang memiliki fungsi seperti sebagai peneduh, penyerap polusi udara, 
penyerap kebisingan, pemecah angin, pembatas pandang, penahan sinar lampu 
kendaraan dan sebagainya. RTH Pulau jalan dan Median jalan sebagaimana 




RTH Median dan Pulau Jalan  Kota Baubau 
No Median/Pulau Jalan Lokasi/Alamat Luas 
(Ha) 
Keterangan 
I Median Jalan    
1 Jalan Betoambari  Jln Betoambari 2,10 Taman dan PJU 
 Jumlah  2,10  
II Pulau Jalan    
1 Taman Adipura Kel. Batulo 0,07 Tugu Adipura 
2 Segitiga Kodim Kel. 
Wangkanapi 
0,34 Tugu Manunggal 
KB 
3 Taman Tugu Kirab Kel. Lanto 0,05 Tugu Kirab 
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4 Jembatan Gantung Kel. Wale 0,10 Jembatan 
Gantung 
5 Perempatan Jln. Husni 
Thamrin 
Kel. Tomba O,10 Pembatas 
Pandang 
6 Pertigaan Pelni Kel. Kadolo 0,10 Taman Lampu 
7 Perempatan Jln Waode 
Wau 
Jln Wa Ode 
Wau 
0,25 Jarak Pandang 
 Jumlah  0,91  
 Jumlah I + II  3,01  
     




h. Ruang Terbuka Hijau Fungsi Tertentu 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Fungsi tertentu meliputi RTH Pemakaman, RTH 
Purbakala, RTH Sempadan Sungai, Sempadan Pantai dan RTH Wisata dan 
Rekreasi. RTH Fungsi Tertentu dapat dilihat pada tabel 14, Tabel 15, Tabel 16, Tabel 
17, Tabel 18.  
Gambar 9 

















RTH Pemakaman Kota Baubau 



























5 Sulaa 1,00 Makan 
Kel. 












8 Lupu 1,50 Makam 
Kel 
Tersebar dlm wil 
Kel. 






































































26 Lakologou 0,75 Makam 
Kel 
Bagian Utara Ktr 
Kel. 
27 Liwuto 0,75 Makam 
Kel 
Bagian Barat Ktr 
Kel. 
28 Sukanayo 0,75 Makam 
Kel 
Bagian Timur Ktr 
Kel 
29 Lowu-Lowu 1,00 Makam 
Kel 
Bagian Utara Ktr 
Kel 
30 Kolese 1,00 Makam 
Kel 
Bagian Timur Ktr 
Kel 
31 Kalialia 1,00 Makam 
Kel 
Bagian Timur Ktr 
Kel 




33 Kantalai 0,50 Makam 
Kel 
Bagian Utara Ktr 
Kel 
34 Tampuna 0,50 Makam 
Kel 












35 Kampeonaho 0,50 Makam 
Kel 
Bagian Utara Ktr 
Kel 




37 Waliabuku 0,50 Makam 
Kel 
Bagian Barat Ktr 
Kel 
38 Liabuku 0,75 Makam 
Kel 
Bagian Barat Ktr 
Kel. 
















43 TPA 4,00 Sampah Bagian Timur Ktr 
Kel. 
Kadolokatapi 






Tabel  15 
RTH Purbakala Kota Baubau 
No Nama RTH Status Luas (Ha) 
1 Luar Benteng Keraton Milik Kesultanan 2,96 
2 Dalam Benteng Keraton Milik Kesultanan 3,40 
3 Luar benteng Sorawolio Milik Kesultanan 0,75 
4 Dalam Benteng Sorawolio Milik Kesultanan 1,25 
5 Luar Benteng Kolese Milik Kesultanan 1,00 
6 Dalam Benteng Kolese Milik Kesultanan 1,00 
7 Taman Rumah Adat Kamali Milik Kesultanan 1,25 
8 Taman Rumah Adat Batulo Milik Keselutanan 0,35 
9 Taman Rumah Bonto Milik Kesultanan 0,85 
 Jumlah  12,81 















RTH Sempadan Sungai Kota Baubau 







Kota Baubau 13.500 67,50 
2 Sungai Bungi Kel. 
Lakologou 
22.200 111,00 
3 Sungai Tirta Rimba Kel. 
Waruruma 
7.500 37,50 
4 Sungai Wonco Kel. 
Kampeonaho 
15.700 78,50 
 Jumlah   294,50 
(Sumber Data : Hasil Survey Lapangan, Tahun 2012) 
Tabel 17 
RTH Sempadan Pantai Kota Baubau 
No Nama Hutan Mangrove Lokasi Luas (Ha) 
1 Hutan Mangrove 
Lakologou 
Kel. Lakologou 5,60 
2 Hutan Mangrove 
Kantalai 
Kel. Kantalai 3,20 





 Jumlah  13,40 






RTH Wisata Dan Rekresai Kota Baubau 
No Nama RTH  Lokasi Luas (Ha) 
1 Air Jatuh Tirta Rimba Kel. Waruruma 2,00 
2 Air Jatuh Samparona Kel. Karya 
Baru 
5,60 
3 Pantai Nirwana Kel. Sulaa 2,10 
4 Pantai Lakeba Kel. Sulaa 1,25 
5 Gua Lakasa Kel. Sulaa 1,05 
 Jumlah  12,00 
(Sumber Data : Hasil Survey Lapangan, Tahun 2012) 
 
4.8.2 Ruang Terbuka Hijau Privat  
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat  yang terdapat di Kota Baubau 
berdasarkan kondisinya dapat dikelompokan berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis RTH 
tersebut diantaranya yaitu RTH Permukiman dan Industri, RTH Perkantoran, Jasa 
dan Perdagangan (Halaman Kantor, Petokoan, Tempat Usaha, tempat ibadah, 
sekolah atau kampus, rumah sakit dan puskesmas dan lain-lain), RTH Pertanian dan 
Perkebunan Kota Baubau. Jenis-jenis RTH Privat tersebut akan diuraikan sebagai 
berikut : 
 
a. RTH Kawasan Permukiman 
RTH Perkarangan perumahan merupakan RTH yang terdapat pada lingkungan 
perumahan baik permukiman Formal maupun informal. RTH yang terdapat pada 
permukiman formal selain RTH perkarangan terdapat juga RTH yang berupa taman 
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lingkungan, jalur hijau dan pulau jalan. Perumahan yang terdapat di Kota Baubau 
yaitu Perumahan Betoambari, Perumahan Primkoprem, Perumahan Wanabhakti, 
Perumahan Medy Brata, Perumahan BWI, Perumahan Bukit Asri, Perumahan Kuda 
Putih, Perumahan NSD Kota, Perumahan Honda, dan Perum Perumnas. Luas RTH 






















1 Betoambari Kel. Sulaa 3,00 0,90 
2 Primkoprem Kel. Sulaa 1,00 0,20 
3 Wanabhakti Kel Sulaa 5,00 1,50 
4 Medy Brata Kel. BWI 2,00 0,60 
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5 Kuda Putih Kel. Kadolokatapi 1,00 0,20 
6 Bukit Wolio 
Indah 
Kel. Kadolokatapi 2,00 0,60 
7 Bukit Asri Kel. Kadolokatapi 1,00 0,20 
8 NSD Kota Kel. Lipu 5,00 1,50 
9 Honda Kel, Sulaa 1,00 0,20 
10 Perumnas Kel. Waruruma 6,00 1,80 
 Jumlah   7,70 
(Sumber Data : Hasil Survey Lapangan, Tahun 2012) 
Selain permukiman formal terdapat juga permukiman informal yaitu permukiman 
yang berkembang secara alami di kawasan tertentu. Kawasan permukiman informal 
berkembang secara linear mengikuti pola jaringan jalan yang ada. Perumahan 
kepadatan tertinggi terdapat dipusat kota yaitu di Kecamatan Wolio dan Kecamatan 
Murhum. Luas penggunaan lahan untuk perumahan adalah 3.729 Ha (RTRW Kota 
baubau Tahun 2010 dan Baubau dalam Angka Tahun 2012). Rata-rata porsi KDB 
pada tiap persil rumah pada kawasan permukiman informal yaitu 75 – 90 %. Atau 
RTH Perkarangan seluas 452,50 Ha. 
Gambar 10 










Kendala dalam Ruang Terbuka Hijau Privat jenis perumahan dan pemukiman 
seperti ini, pemerintah selalu mendapatkan kendala dimana kurangnya pengetahuan 
terhadap Ruang Terbuka Hijau Privat dan partisipasi aktif dalam pembangunan dan 
peningkatan Ruang Terbuka Hijau Privat, yang seharusnya setiap masyarakat 
menyiapkan 10% dari lahan rumah mereka untuk Ruang Terbuka Hijau, pemahaman 
dan partisipasi yang kurang inilah yang menjadi kendala penting dalam peningkatan 
Ruang Terbuka Hijau Privat yang ada di perumahan, seperti yang dikatakan oleh 
Bapak Muhammad Yusran Achmad,  S.T, M.Sc Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan 
Ruang, beliau mengatakan bahwa : 
“Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam hal membangun rumah di lahan 
mereka, mengenai ruang terbuka hijau privat. Masyarakat pula belum mendapatkan 
pemahaman lebih tentang factor kedepan dari ruang terbuka hijau privat. Contohnya, 
penempatan garis sempadan masyarakat masih malah tahu mengenai 
pembangunan lahan di garis sempadan, sedangkan pemerintah sebelum diberikan 
izin membangun tersebut sudah memberikan pemahaman dan konsultasi namun, 
kebanyakan masyarkat masih kurang memahami hal tersebut.  Kurangnya atau 
belum maksimalnya sosialisasi mengenai penataan ruang khususnya ruang terbuka 
hijau kepada masyarakat.”. 
( Sumber : wawancara 13 – 04 – 2017 ) 
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b. RTH Perkantoran, Jasa dan Perdagangan 
Taman halaman kantor merupakan taman privet di Kota Baubau pada 
umumnya sudah tertata dengan baik serta semua perkantoran yang ada semua telah 
memiliki ruang terbuka hijau meliptui : Taman Kantor Walikota, Taman Kantor Dinas 
Pendapatan dan Keuangan Daerah, Taman RSUD, Taman Puskesmas dan lainya 
berbeda dengan daerah pertokoan dan tempat usaha hanya memiliki ruang terbuka 
tetapi tidak hijau. Halaman pertokoan dan tempat usaha dibuat dari rebat beton yang 
difungsikan sebagai plahan parkir kendaraan. Berdasarkan RTRW Kota Baubau luas 
kawasan Perkantoran, Jasa dan Perdagangan 2.767 Ha dengan KDB 70 – 90 %. 
c. RTH Pertanian dan Perkebunan 
Sesuai dengan RTRW Kota Baubau Tahun 2010 dan Baubau dalam angka 
tahun 2011, luas kawasan pertanian dan perkebunan adalah 7.962 Ha dengan uraian 
























d. RTH Perusahaan atau Perkantoran Swasta  
  Perusahaan swasta dalam hal ini perkantoran yang tidak mempunyai 
keterikatan dengan pemerintah, mempunyai kewajiban dalam hal pemenuhan 
kawasan Ruang Terbuka Hijau Privat yang dimana pihak perusahaan juga wajib 
memberikan 10% Ruang Terbuka Hijau Privatnya sesuai dengan amanat Undang – 
Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dari hasil penelitian saya, 
menemukan bahwa perusahaan swasta yang berdiri di Kota Baubau telah 
menyiapkan 10% Ruang Terbuka Hijau walaupun, masih ada beberapa perusahaan 
kecil dan menengah yang masih belum memberikan 10% tersebut. Dari hasil 
penelitian saya pula, menemukan tidak hanya pemberian 10% Ruang Terbuka Hijau, 
melainkan adanya pola kerja sama antar perusahaan swasta dengan pemerintah 
dalam hal ini Dinas terkait dalam pembangunan Taman – Taman Kota yang menjadi 
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Ruang Terbuka Hijau Publik, yang telah banyak dinikmati oleh masyarakat yang ada 
di Kota Baubau, seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Faridah Samad, S.T, M,Si 
Kepala Bidang Pertamanan dan Pemukiman, beliau mengatakan bahwa : 
“Ada pola kerja sama yang dilakukan dengan pihak swasta dalam hal ini seperti 
perusahaan perbankan, perusahaan telekomunikasi dan perusahaan lainnya dalam 
pembuatan taman – taman publik. Dinas Perumahan dan Pemukiman akan 
memelihara dan mengawasi taman – taman yang telah dibuat oleh pihak swasta 
sesuai dengan mou dari pihak swasta dan Dinas perumahan dan pemukiman.”  
(Sumber : Wawancara 10 April 2017 ) 




  Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas, bahwa perusahaan swasta 
tidak hanya memberikan lahan 10% melainkan melakukan pula pola kerja sama 
untuk memenuhi 30% pencukupan Ruang Terbuka Hijau Publik, dengan 
dibangunnya taman – taman kota. Taman – taman kota tersebut antara lain : 
a. Taman BNI 
b. Taman BRI 
c. Taman Telkom 





 Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian 
dan pembahasan mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota 
Baubau. Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang dianggap 
sebagai masukan bagia semua kalangan sehingga bermanfaat pada penulis 
selanjutnya.  
5.1  Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Baubau dapat dilihat dari program – 
program pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Sebelumnya yakni Dinas 
Lingkungan Hidup pada tahun 2016 melalui pembangunan taman – taman kota yang 
saat ini telah menjadi pusat refreshing, bagi seluruh masyarakat yang ada di Kota 
Baubau. Dan dilanjutkan dengan program – program Dinas Perumahan dan 
Pemukiman yang telah mengambil tugas dalam hal pengelolaan ruang terbuka hijau 
dengan pembuatan program – program kerja sama dengan pihak swasta dalam 
pengelolaan taman – taman kota. Selain itu, adanya perencanaan yang baik dari 
pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang membuat 
master plan , yang didalamnya terdapat titik – titik fokus dalam pengelolaan, 
pemanfaatan, pembuatan dan pengawasan ruang terbuka hijau secara jangka 
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panjang. Sedangkan, pengelolaan ruang terbuka hijau privat, yang ada di Kota 
Baubau, dapat peneliti simpulkan terdapat dua sisi yaitu dari pihak swasta, dari pihak 
ini mempunyai kontribusi yang andil dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dengan 
pembuatan taman kota yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, pembuatan 
taman – taman perusahaan di halaman perusahaannya. Dari pihak masyarakat, 
pihak ini peneliti merasa bahwa masayrakat masih kurang memahami dalam 
pengelolaan ruang terbuka hijau privat dimana, masyarakat masih banyak yang 
belum mengetahui mengenai ruang terbuka hijau privat. Namun, adapula sebagian 
kecil masyarakat yang memahami akan hal tersebut, dengan pembuatan taman – 
taman kecil dan penanaman pohon – pohon di depan halam rumah.  
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Baubau 
dapat, disimpulkan dalam bebapa hal yakni : 
a) Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam hal membangun rumah di lahan 
mereka, mengenai ruang terbuka hijau privat. Masyarakat pula belum mendapatkan 
pemahaman lebih tentang factor kedepan dari ruang terbuka hijau privat. Contohnya, 
penempatan garis sempadan masyarakat masih malah tahu mengenai 
pembangunan lahan di garis sempadan, sedangkan pemerintah sebelum diberikan 
izin membangun tersebut sudah memberikan pemahaman dan konsultasi namun, 
kebanyakan masyarkat masih kurang memahami hal tersebut.  
b) Kurangnya atau belum maksimalnya sosialisasi mengenai penataan ruang 
khususnya ruang terbuka hijau kepada masyarakat.  
c) Pembebasan Lahan, yang masih dimiliki oleh masyarakat, dan 
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d) Kepedulian masyarakat terhadap taman – taman yang ada di kawasan Ruang 
Terbuka Hijau masih kurang, seperti masih seringnya infrastruktur seperti pohon, 
lampu jalan dan lain sebagainya masih selalu dirusaki oleh masyarakat yang tidak 
bertanggung jawab.  
5.2 Saran  
 Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan 
ruang terbuka hijau di Kota Baubau. Dengan melihat program – program pemerintah 
daerah, terkait pengelolaan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut : 
1. Kepada pemerintah daerah terkhusus dinas perumahan dan pemukiman dan dinas 
pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjalankan program – program ruang 
terbuka hijau, agar lebih mengefektifkan setiap programnya, misalnya pemberian 
pemahaman terhadap masyarakat agar masyarakat memahami ruang terbuka hijau 
baik itu public maupun privat agar tercapai 30% ruang terbuka hijau sesuai amanah 
Undang – Undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Selanjutnya, dalam 
pelaknaan pengawasan ruang terbuka hijau pemerintah harus lebih efektif lagi dalam 
mengawas, misalnya menindak tegas masyarakat yang merusak taman – taman 
kota yang merupakan ruang terbuka hijau. Agar didapatkan pengoptimalan program 
tersebut.  
2. Diharapkan semua stockholder  yang terlibat baik pemerintah daerah, pihak swasta 
dan masyarkat dapat bekerja sama dalam hal pemenuhan 30% Ruang Terbuka 
Hijau disetiap daerahnya. Agar Kota Baubau menjadi daerah yang hijau dan 
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